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ABSTRACT 
 In 2016 Indonesia implemented tax amnesty policy. But the policy does 
not reach the target that has been determined. This study aims to determine the 
attitude of taxpayers on the application of tax amnesty policy in Boyolali District. 
This type of research is a qualitative type case study. 
 Source of data used in this research is primary data source and 
secondary data. Primary data sources were obtained through interviews and 
secondary data sources obtained from books, internet, magazines, newspapers, 
and related documents. Informants in this study amounted to 11 consisting of 3 
employees and 8 taxpayers registered in KPP Pratama Boyolali. 
 The result of this research is the taxpayer positive attitude means 
taxpayers feel happy and support the implementation of tax amnesty policy, but 
due to several things many taxpayers who have not implemented tax amnesty 
policy. So want the implementation of tax amnesty return policy because there are 
still many taxpayers who are not compliant especially taxpayers who have a large 
income. Taxpayers believe that the application of tax amnesty will increase 
compliance and state tax revenues. 
Keywords: Taxpayer Attitude, Tax Policy Amnesty  
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ABSTRAK 
Pada tahun 2016 Indonesia menerapkan kebijakan tax amnesty. Namun 
kebijakan tidak mencapai target yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui sikap wajib pajak atas penerapan kebijakan tax amnesty di 
Kabupaten Boyolali. Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang berjenis studi 
kasus. 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah sumber 
data primer  dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara 
dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan 
dokumen-dokumen yang terkait. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 yang 
terdiri dari 3 pegawai pajak dan 8 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama 
Boyolali. 
Hasil dari penelitian ini adalah wajib pajak bersikap positif artinya wajib 
pajak merasa senang dan mendukung adanya penerapan kebijakan tax amnesty, 
namun dikarenakan beberapa hal banyak wajib pajak yang belum menerapkan 
kebijakan tax amnesty. Sehingga menginginkan adanya penerapan kebijakan tax 
amnesty kembali karena masih banyak wajib pajak yang tidak patuh khususnya 
wajib pajak yang mempunyai penghasilan besar. Wajib pajak yakin bahwa 
penerapan tax amnesty akan menambah kepatuhan dan penerimaan pajak negara. 
Kata Kunci : Sikap Wajib Pajak, Kebijakan Tax Amnesty 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang RI Nomor 28 
Tahun 2007). 
Pada tahun 2016 pemerintah menetapkan target penerimaan pendapatan 
negara sebesar Rp 1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai 75% 
atau sebesar Rp 1.360,2 triliun. Penetapan target pendapatan dan perpajakan 
tersebut relatif lebih besar jika dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2015 
sebesar Rp 1.761,6 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai Rp 1.294,3 
triliun (Haryanto,2016). 
Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak, pemerintah melakukan 
perubahan organisasi dan pembaharuan proses bisnis melalui transformasi 
kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan PMK No.260.2/PMK/2015 
tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dan 
melaksanakan tax amnesty yang diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan 
No.91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan saksi administrasi 
atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan (Gunawan & 
Sukartha,2016). 
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Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2016 tentang 
pengampunan pajak menyatakan bahwa tax amnesty (pengampunan pajak) 
merupakan  penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 
mengungkap harta dan membayar uang tembusan sesuai peraturan yang telah 
ditentukan. 
Program tax amnesty yang berjalan sembilan bulan sejak 1 Juli 2016 dan 
berakhir tepat pada 31 Maret 2017 tidak sesuai dengan yang ditargetkan. 
Berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) total harta yang dilaporkan para wajib 
pajak mencapai Rp 4.855 triliun dan berdasarkan data dashboard tax 
amnesty, total harta yang dilaporkan tersebut terdiri dari deklarasi harta dalam 
negeri Rp 3.676 triliun dan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 1.031 triliun. 
Sementara penarikan dana dari luar negeri (reptriasi) mencapai Rp 147 triliun dan 
tebusan Rp 114 triliun, ditambah dengan tunggakan dan bukper menjadi Rp 135 
triliun (Praditya,2017). 
Sementara itu pemerintah memunculkan target program tax 
amnesty meliputi harta deklarasi Rp 4.000 triliun, repatriasi Rp 1.000 triliun, dan 
uang tebusan Rp 165 triliun. Bila mengacu kepada target awal, tax amnesty belum 
memenuhi target-target tesebut. Namun, Ditjen Pajak masih akan menunggu 
laporan dari Bank Persepsi yang menampung dana repatriasi. Sebab belum semua 
dana repatriasi tercatat di data Ditjen Pajak (Sukmana,2017). 
Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh variabel isi 
kebijakan dan variabel lingkungan implementasi. Aspek terpenting dalam variabel 
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lingkungan implementasi adalah responsivitas kelompok sasaran dan persepsi 
mereka terhadap kebijakan tersebut (Suharno,2013). 
Persepsi tidak hanya penting untuk memberikan penafsiran kita terhadap 
objek manapun, namun persepsi juga penting untuk memberikan dukungan kita 
terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah langkah yang dilakukan pihak 
pelaksana dalam memperkenalkan hal yang baru dalam lingkungan objek atau 
kajian yang ada. Begitu pula persepsi dan pendapat wajib pajak terhadap 
kebijakan tax amnesty ini (Kisnawati,2016).  
Banyak persepsi wajib pajak mengenai kebijakan tax amnesty seperti 
penelitian yang dilakukan oleh Nar (2015) yang menekankan unsur ketidakadilan 
dari kebijakan tax amnesty. Hasil dari penelitian tersebut menekankan pentingnya 
perancangan kebijakan tax amnesty secara tepat sehingga tidak menciptakan 
ketidakadilan bagi pembayar pajak yang membayar pajaknya secara teratur. 
Penelitian tersebut menyarankan bahwa bersamaan dengan diterapkannya 
kebijakan tax amnesty juga harus memberikan potongan (discount) terhadap wajib 
pajak yang membayar secara teratur. 
Penelitian Junpath, et al (2015) menyatakan, wajib pajak memiliki 
pandangan bahwa tawaran tax amnesty mungkin tidak akan menghasilkan 
pendapatan tambahan, sebagai wajib pajak yang tak patuh, ia akan terus 
menghindari pajak dalam mengatisipasi adanya penerapan tax amnesty di masa 
yang akan datang. 
Bagiada & Darmayasa (2016) berpendapat bahwa tax amnesty bukan 
merupakan solusi yang tepat. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh Hasseldine & Bebbington (1991) yang menyatakan bahwa 
tax amnesty bukan merupakan cara yang paling efektif untuk mengidentifikasi dan 
meningkatkan kepatuhan pajak kepada para pelaku penggelapan pajak.  
Disisi lain penelitian Andreoni (1991) menyatakan bahwa tax amnesty 
berpengaruh dalam meningkatkan pembayaran pajak dan kepatuhan. Didukung 
penelitian yang telah dilakukan oleh Buyer, et al (2014) menyatakan bahwa 
adanya peningkatan kepatuhan pajak setelah kebijakan amnesty pajak di Amerika 
Serikat pada tahun 1981 dan 2011 dan bertambahnya pendapatan negara secara 
singkat.  
Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Junpath, et al (2016) yang 
berjudul Taxpayers’ Attitudes Towords Tax Amnesties and Tax Compliance in 
South Afrika; an Exploratory Study. Perbedaan penelitian ini adalah peneliti tidak 
meneliti kepatuhan wajib pajak karena peneliti hanya meneliti sikap wajib pajak 
atas diterapkannya kebijakan tax amnesty. 
Selanjutnya peneliti menggunakan objek berbeda yaitu menggunakan wajib 
pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia 
dan datanya diperoleh dari wawancara terstruktur yang dilakukan oleh peneliti 
secara langsung dengan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali.  
Kabupaten Boyolali merupakan kota kecil dengan pertumbuhan ekonomi 
yang selalu mengalami kenaikan dan pada tahun 2015 merupakan pertumbuhan 
tertinggi se-Soloraya yang diklaim mengalahkan kota-kota besar di Indonesia, 
seperti Solo, Semarang, Surabaya, Bandung, bahkan Jakarta (Susanto & 
Adib,2016). 
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Hal ini dikarenakan banyaknya investor yang masuk karena adanya 
kemudahan perizinan, mendorong perekonomian daerah makin tumbuh positif. 
Selain akses yang makin mudah dengan mobilitas ekonomi yang makin lancar 
juga tersedianya lapangan kerja yang berdampak pada peningkatan ekonomi 
masyarakat (Reviyastuti,2017). Berikut tabel pertumbuhan ekonomi se- Soloraya : 
Tabel 1.1. 
Pertumbuhan Ekonomi Soloraya 
 
Kab/kota 2013 2014 2015 2016 
Surakarta 6,25% 5,28% 5,44% 5,1%-5,5% 
Boyolali 5,83% 5,42% 6,08% 5,7%-6,1% 
Sukoharjo 5,83% 5,68% 5,09% 4,8%-5,2% 
Karanganyar 5,74% 5,62% 5,15% 4,8%-5,2% 
Wonogiri 4,78% 5,30% 5,34% 5.0%-5,4% 
Sragen 6,70% 5,65% 6,02% 5,7%-6,1% 
Klaten 5,96% 5,79% 5,64% 5,3%-5,7% 
Soloraya 5,92% 5,53% 5,53% 5,2%-5,6% 
Sumber : www.solopos.com 
 
Naiknya pertumbuhan ekonomi khususnya perkembangan industri di 
Boyolali menjadi perhatian khusus bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
(Kanwil DJP) Jateng II khususnya terkait tingginya potensi pajak di wilayah 
Boyolali (Wakidah,2015). Dikutip dari Gunawan & Sukartha (2016) menurut 
Brojonegoro dalam Rapat Pimpinan Nasional Direktorat Jenderal Pajak (2016) 
penerimaan pajak Indonesia sangat tergantung dari pertumbuhan ekonomi. 
Dalam rangka menyukseskan program tax amnesty, Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Boyolali melakukan upaya ekstra dengan cara jemput bola atau 
mengunjungi ke desa-desa untuk memberikan sosialisasi kepada wajib pajak yang 
berada di wilayah Boyolali yang ingin mengikuti program tax amnesty. Hal ini 
dilakukan karena jumlah wajib pajak terdaftar di Kabupaten Boyolali yang 
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menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) pada tahap I dan tahap II program 
tax amnesty pajak masih rendah (www.pajak.go.id). 
Namun pada hari terakhir pelaksanaan program tax amnesty periode III ada 
lonjakan dari wajib pajak yang mengikuti artinya antusias masyarakat Boyolali 
cukup tinggi (Jarmaji,2017). Selain itu, tidak ada target di setiap wilayah, namun 
untuk kota Boyolali masih bisa dikatakan berhasil, dikarenakan wilayah Boyolali 
tidak menerapkan repatriasi (wawancara,12 Juni 2017). 
Ada banyak masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tax amnesty di 
Boyolali diantaranya adalah wilayah yang sangat luas, sumber daya manusia yang 
sedikit, pengetahuan wajib pajak yang kurang, sarana dan prasarana yang terbatas 
serta pembayaran yang hanya bisa dilakukan di bank persepsi sehingga 
pelayanannya kurang maksimal (wawancara,12 Juni 2017). 
Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melalukan 
penelitian dengan judul “Analisis Sikap Wajib Pajak di KPP Pratama Boyolali 
atas Kebijakan Tax Amnesty”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Bagaimana sikap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali atas 
diterapkannya kebijakan tax amnesty? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas 
mengenai sikap wajib pajak dengan adanya penerapan kebijakan tax amnesty. 
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1.4. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak 
antara lain: 
1. Bagi Peneliti  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi 
peneliti tentang perpajakan terkhusus mengenai kebijakan tax amnesty. 
2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi 
kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian 
selanjutnya 
3. Bagi Instansi 
Sebagai masukan mengenai tindakan yang harus di ambil oleh pihak 
instansi guna meningkatkan kepatuhan sehingga target penerimaan tercapai. 
 
1.5. Jadwal Penelitian 
Terlampir
 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Penulisan skripsi perlu disusun dengan menggunakan sistematika tertentu untuk 
mempermudah dalam pengkajiannya. Penulisan dalam skripsi ini secara garis 
besar adalah  sebagai berikut :  
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BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan 
sistematika penulisan skripsi. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian 
atau pemaparan teori- teori yang dipergunakan serta hasil penelitian 
yang relevan. 
BAB III  METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang desain penelitian, subyek penelitian, teknik 
pengumpulan data, teknik analisis data, validitas dan reliabilitas 
data. 
BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum penelitian, 
mengungkap hasil temuan dan membahas hasil penemuan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan 
saran-saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya. 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1.Pengertian Sikap 
Istilah sikap (attitude) digunakan pertama kali oleh Herbert Spencer di 
tahun 1862. Masalah sikap manusia merupakan salah satu telaah utama di bidang 
sosiologi. Pengertian sikap secara umum di bidang sosiologi sangat bersesuaian 
dengan pengertian sikap manusia secara psikologi. Para ahli mulai berminat 
membahas masalah sikap dikarenakan munculnya permasalahan perbedaan 
individual (individual defferences). Pembahasan masalah sikap manusia 
digunakan untuk menjelaskan mengapa orang-orang dapat berperilaku berbeda 
dalam situasi yang sama (Azwar,1995). 
Menurut Suharyat (2009) sikap  merupakan hasil dari proses sosialisasi dan 
interaksi seseorang dengan lingkungannya, yang merupakan perwujudan dari 
pikiran, perasaan seseorang serta penilaian terhadap obyek, yang didasarkan pada 
pengetahuan, pemahaman, pendapat dan keyakinan serta gagasan-gagasan 
terhadap suatu obyek sehingga menghasilkan suatu kecenderungan untuk 
bertindak pada suatu obyek. Dengan demikian sikap adalah kecenderungan 
individu menanggapi secara positif (perasaan senang) atau negatif (perasaan tidak 
senang) terhadap obyek sikap ditinjau dari beberapa komponen. 
Sikap terhadap objek, gagasan atau orang tertentu merupakan orientasi yang 
bersifat menetap dengan komponen-komponen kognitif, afektif dan perilaku. 
Komponen kognitif terdiri dari seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai 
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objek sikap tertentu. Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi 
seseorang terhadap objek, terutama penilaian. Sedangkan komponen perilaku 
terdiri dari kesiapan seseorang untuk berekasi atau kecenderungan untuk bertindak 
terhadap objek (Sears,et al,1985).  
Sikap tidak selalu secara seragam positif atau negatif karena sering kali 
tercampur dari dua reaksi (kognitif) baik positif maupun negatif. Hal ini disebut 
dengan ambivalensi sikap. Sebagai contoh seorang wanita sedang makan malam 
di sebuah rumah makan. Ia sangat menyukai coklat apabila coklat dimakan 
sebagai makanan penutup (evaluasi positif) namun tidak direfleksikan dalam 
tidakannya, ia tidak memesan coklat (behaviour). Hal ini dikarenakan aspek ke 
tiga dari sikap yaitu ambivelensi sikap dimana wanita tersebut berfikir bahwa 
coklat terlalu berlemak (evaluasi negatif) (Baron & Byrne,2004). 
Menurut Suharyat (2009) selain mempunyai komponen, sikap juga 
mempunyai beberapa karakteriatik yaitu: 
1. Arah; maksudnya arah positif atau negatif. 
2. Intensitas; maksudnya kekuatan sikap itu sendiri, dimana setiap orang 
belum tentu mempunyai kekuatan sikap yang sama. 
3. Keluasan sikap meliputi cakupan aspek obyek sikap yang disetujui atau 
tidak disetujui oleh seseorang. 
4. Konsistensi adalah kesesuaian antara pernyataan sikap dengan responnya, 
atau tidak adanya kebimbangan dalam bersikap. 
5. Spontanitas yaitu sejauh mana kesiapan subyek untuk mengatakan sikapnya 
secara spontan. 
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Menurut Azwar (1995) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
pembentukan sikap yaitu pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang 
dianggap penting, media massa, institusi atau lembaga pendidikan, serta faktor 
emosi dalam diri individu 
 
2.1.2. Pengertian Wajib Pajak 
Menurut Judisseno (2005), wajib pajak adalah orang pribadi atau badan 
yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang 
menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
Kewajiban wajib pajak adalah sebagai berikut: 
1. Kewajiban mendaftarkan diri. 
2. Kewajiban membayar, memotong/ memungut dan melaporkan pajak. 
3. Kewajiban dalam hal pemeriksaan. 
4. Kewajiban memberi data. 
Sedangkan hak wajib pajak adalah sebagai berikut: 
1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak. 
2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan. 
3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali. 
4. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak. 
5. Hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran. 
6. Hak untuk penundaan pelaporan SPT Tahunan. 
7. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 
8. Hak untuk pengurangan PBB (Pajak bumi dan bangunan). 
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9. Hak untuk pembebasan pajak. 
10. Hak pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 
11. Hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah. 
12. Hak untuk mendapatkan insentif perpajakan. 
Jadi, pengertian sikap wajib pajak dalam hubungannya dengan implementasi 
kebijakan ialah tanggapan wajib pajak (menerima/ menolak) terhadap kebijakan 
yang telah dibuat. Tanggapan wajib pajak akan berdampak pada tindakan yang 
akan diperbuat dan tindakan wajib pajak akan menentukan keberhasilan sebuah 
kebijakan. 
 
2.1.3. Pengertian Kebijakan 
Menurut Laswell dalam Muchsin dan Putra (2015) mengatakan bahwa 
kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan 
praktik-praktik yang terarah. Sedangkan Frederick mengatakan bahwa kebijakan 
publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau 
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-
hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan 
kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu program yang 
diusulkan baik dari individu maupun kelompok atau pemerintahan dalam rangka 
mencapai tujuan tertentu. Terdapat banyak variabel atau faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. 
Menurut Edwards dalam Suharno (2013), mengajukan empat variabel atau 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu 
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komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berbeda dengan 
Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan 
dipengaruhi oleh dua variabel yaitu variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan 
implementasi kebijakan. 
Variabel isi kebijakan meliputi beberapa hal: 
1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat 
dalam isi kebijakan. 
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target groups. 
3. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. 
4. Apakah letak sebuah program sudah tepat. 
5. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan 
rinci. 
6. Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. 
Sedangkan lingkungan implementasi kebijakan, mencakup tiga aspek yaitu 
sebagai berikut : 
1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para 
aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 
2. Karateristik intitusi dan jejim yang berkuasa. 
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran. 
Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran merupakan faktor 
terpenting dalam implementasi sebuah kebijakan dan akan menjadi penilaian 
akhir dari sebuah kebijakan publik. 
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2.1.4. Kebijakan Tax Amnesty 
Dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2016, Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud 
dengan tax amnesty (pengampunan pajak) adalah  penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi 
pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang 
tembusan. 
Sedangkan menurut Ragimun (2015), tax amnesty adalah kebijakan 
dibidang perpajakan yang dipolakan untuk memberi intensif berupa penghapusan 
pokok pajak yang seharusnya terutang, sanksi administrasi dan pidana pajak atas 
ketidakpatuhan yang telah dilakukan wajib pajak di masa lalu demi meningkatkan 
kepatuhan dan sebagai jalan keluar untuk meningkatkan penerimaan di masa yang 
akan datang. 
Sedangkan menurut Hutagoal (2007), tax amnesty merupakan kebijakan 
pemerintah di bidang perpajakan yang diberikan penghapusan pajak yang 
seharusnya terutang dengan membayar tembusan dalam jumlah tertentu yang 
bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi 
wajib pajak yang tidak patuh (tax evaders) menjadi wajib pajak yang patuh 
(honest taxpayers) sehingga diharapkan akan mendorong kepatuhan sukarela 
wajib pajak (taxpayer’s voluntarily compliance) di masa yang akan datang. 
Definisi tax amnesty sebagaimana telah disebutkan di atas memberikan 
gambaran tentang karateristik dari suatu program tax amnesty (Noor,et al,2016), 
yaitu: 
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1. Durasi 
Secara umum, program tax amnesty berlangsung dalam kurun waktu 
tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun. 
2. Kelompok Wajib Pajak 
Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban 
perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program tax 
amnesty. Artinya, program tax amnesty ini ditujukan kepada wajib pajak 
yang telah berada dalam sistem administrasi prepajakan dan wajib pajak 
yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan. 
3. Jenis Pajak Dan Jumlah Pajak Atau Sanksi Administrasi Yang Diberikan 
Ampunan  
Tax amnesty merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk 
memberi kesempatan dalam waktu yang terbatas untuk wajib pajak yang 
tidak patuh agar menjadi wajib pajak yang patuh dengan mengungkap 
hartanya dan membayar uang tembusan tanpa dikenai denda, bunga ataupun 
hukuman. 
Secara umum menurut Wardiyanto (2008) ada beberapa jenis tax amnesty 
yang dapat dikenali, antara lain: 
1. Amnesty yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga 
dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. 
2. Amnesty yang mewajibkan pembayaran pokok pajak pajak masa lalu yang 
terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi 
pidana pajaknya. 
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3. Amnesty yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, namun 
mengampuni sanksi bunga, sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya. 
4. Amnesty terhadap pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi 
denda dan sanksi pidananya. 
Pada tahun 2016 di Indonesia menerapkan kebijakan tax amnesty dengan 
membayar uang tembusan yang hanya dikenakan atas harta yang belum 
dilaporkan pada SPT tahun- tahun sebelumnya bagi yang menyampaikan SPT 
atau semua harta yang dilaporkan apabila wajib pajak belum pernah melaporkan 
(mengungkap) harta yang dimiliki (Suyanto,et al:2016). 
Kesuma (2016) menjelaskan program tax amnesty pada tahun 2016 ini 
memiliki slogan yang sangat populer yaitu ungkap, tembus, dan lega yang artinya: 
1. Ungkap yaitu wajib pajak bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik 
kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, kekayaan yang 
dapat bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang digunakan untuk 
usaha maupun bukan untuk usaha, kekayaan yang ada di Indonesia atau di 
luar negeri. Semua kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 
PPH terakhir. 
2. Tembus adalah dimana wajib pajak perlu membayar sejumlah uang ke kas 
negara untuk mendapatkan pengampunan pajak, sehingga negara dapat 
melepaskan hak untuk menagih pajak yang seharusnya terhutang. 
3. Lega adalah keadaan dimana wajib pajak dapat merasa lega jika 
pengampunan pajak dapat diterima dan dilakukan penghapusan pajak 
17 
 
17 
 
terutang, sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan untuk 
kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015. 
Tujuan diterapkannya kebijakan tax amnesty di Indonesia adalah sebagai 
berikut (Wardiyanto,2008) : 
1. Repatriasi atau menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar 
negeri. 
2. Meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek. 
3. Menambah jumlah wajib pajak. 
4. Mengintegrasikan sektor informal ke dalam sistem perekonomian. 
5. Memanfaatkan dana yang tidak terpakai. 
6. Langkah awal kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih 
besar. 
7. Meningkatkan pertumbuhan nasional. 
8. Meningkatkan basis perpajakan nasional, yaitu aset yang disampaikan 
dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk 
pemajakan yang akan datang. 
Dalam Undang-Undang No 11 tahun 2016 tarif uang tebusan atas harta baik 
berada dalam negeri atau luar negari dibagi menjadi 3 periode yaitu 2% untuk 
bulan Juli-September 2016, 3% untuk Oktober-Desember 2016, dan 5 % terhitung 
dari 1 Januari 2017- 31 Maret 2017. Lain hal jika harta yang berada di luar negeri 
tidak ingin dipindahkan ke dalam negeri maka tarif tebusannya dibagi 3 periode 
ialah 4% untuk bulan Juli-September 2016, 6% untuk bulan Oktober-Desember 
2016 dan 10% terhitung dari 1 Januari 2017-31 Maret 2017. 
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Dalam Undang- Undang Republik Indonesia  No. 11 tahun 2016 pasal 3, 
setiap wajib pajak berhak mengikuti/ mendapatkan tax amnesty melalui 
pengungkapan harta yang dimilikinya dalam surat pernyataan baik pajak 
penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah 
kecuali wajib pajak yang sedang melakukan penyidikan, dalam proses peradilan 
dan menjalani hukum pidana. 
Sebelum ini Indonesia pernah menyelenggarakan tax amnesty yakni pada 
tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan tahun 1984 melalui 
Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak Dan 
Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 
tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak. Sarana prasarana yang kurang 
mendukung serta perumusan tujuan yang tidak jelas menyebabkan dua tax 
amnesty ini tidak berhasil (Ragimun,2015). 
Menkeu menegaskan bahwa terkait dengan tenggat waktu berlakunya 
perjanjian Automatic Exchange of Information (AEoL), maka urgensi tax amnesty 
tahun 2016 menjadi jauh lebih signifikan dibandingkan kebijakan serupa pada 
tahun 1984.“kepentingannya bukan hanya bagi pemerintah, melainkan juga untuk 
pembayar pajak yang tentunya ingin menjadi wajib pajak yang patuh,” kata 
Menkeu (Ardhi,2016). 
Jika wajib pajak mengajukan permohonan amnesty pada tahun ini,maka 
pemerintah akan memberikan pengampunan dengan tarif sesuai ketentuan yang 
berlaku. Namun, jika harta atau aset tidak dilaporkan hingga catatannya terbuka 
pada 2018, maka pajak dan sanksi administrasi yang dikenakan bisa lebih besar 
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dibandingkan dengan uang tebusan yang harus dibayarkan sesuai peraturan tax 
amnesty (Ardhi,2016). 
Keuntungan yang didapat apabila menikuti program tax amnesty adalah 
sebagai berikut (Suyanto,et al,2016) : 
1. Penghapusan pajak yang seharusnya terhutang. 
2. Tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan. 
3. Tidak dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan bukti pemula dan penyidikan. 
4. Penghentian proses pemeriksaan, pemeriksaan bukti pemula dan 
penyidikan. 
5. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan. 
6. Jaminan rahasia data tax amnesty tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan 
dan penyidikan tindak pidana apapun. 
Keberhasilan program tax amnesty bergantung kepada dua hal. Pertama, 
seberapa cepat dan meyakinkannya otoritas pajak dalam menjalankan program 
tersebut. Dengan kata lain, program tax amnesty akan efektif apabila dilakukan 
secara mendadak dan tidak dapat diantisipasi oleh wajib pajak. Sebagai ilustrasi, 
jika program ini sudah diketahui misal 1 tahun sebelum diluncurkan, maka 
terdapat kecenderugan dari wajib pajak untuk tidak patuh karena menunggu akan 
pengampunan (Noor, et al,2016). 
Kedua, kredibilitas dan reputasi administrasi perpajakan atas aspek 
penegakan hukum pajak. Untuk mencapai tujuan jangka panjang, ada beberapa 
kondisi yang perlu dipenuhi seperti teknologi yang lebih modern (termasuk 
peningkatan penggunaan tekhnologi informasi dan komunikasi untuk 
20 
 
20 
 
meningkatkan kemampuan petugas pajak untuk melakukan pemerikasaan pajak), 
kepemimpinan politik, serta kebijakan dan peraturan pemerintah (Noor,et 
al,2016). 
 
2.2. Hasil penelitian yang relevan 
Penelitian dalam skripsi ini tidak terlepas dari penelitian yang relevan yang 
pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Penelitian-penelitian yang 
dijadikan rujukan dan pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya yang relevan 
dengan penelitian ini secara rinci dapat dilihat di bawah ini: 
1. Taxpayers’ attitudes towords tax amnesties and tax compliance in South 
Afrika; an exploratory study oleh Junpath,et al (2016). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pandangan bahwa tawaran tax 
amnesty tidak akan menghasilkan pendapatan tambahan, sebagai wajib 
pajak yang tidak patuh akan terus menghindari pajak untuk mengatisipasi 
adanya tax amnesty di masa yang akan datang. 
2. The effects of behavioral economics on tax amnesty oleh Nar (2015). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan amnesty pada kepatuhan sukarela 
tidak boleh diabaikan. Karena hal ini akan membuat setiap wajib pajak 
memiliki harapan akan adanya amnesty lagi. Jika amnesty diterapkan lagi 
maka akan membuat kerugian baik jangka pendak amupun jangka panjang. 
Pentingnya payung hukum jika ingin menerapkan amnesty, agar dianggap 
sama- sama adil maka sebaiknya juga memberikan pengurangan dalam 
membayar pajak bagi wajib pajak yang patuh. 
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3. Tax amnesty for delinquent taxpayers : a cliche in Nigeria oleh Josephine & 
Agbonika (2015). Hasil menunjukkan bahwa untuk mencapai keberhasilan 
dalam penerapan tax amnesty sebelumnya petugas pajak harus mengetahui 
dampak dari diterapkannya tax amnesty, sehingga ketika menerapkan tax 
amnesty harus di rancang sedemikian rupa mulai dari waktu yang tepat, 
kerahasiaan data dan peraturan- peraturan yang lebih ketat dimasa 
mendatang. 
4. Do tax amnesties work? The revenue effects of tax amnesties oleh Alm,et al 
(2009). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak tax amnesty yang 
dilakukan federasi rusia tahun 1990-an hanya berdampak sedikit pada 
penerimaan pajak jangka panjang dan pendek. 
5. The revenue impact of repeated tax amnesties oleh Luitel & Sobel (2005). 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika suatu negara menerapkan 
tax amnesty untuk yang pertama kalinya  akan menghasilkan pendapatan 
selama periode amnesy namun akan merugikan pendapatan jangka panjang 
karena wajib pajak lebih memilih menunggu akan adanya amnesty lagi dan 
berulangnya tax amnesty tidak akan mendapatkan pendapatan jangka 
pendek ataupun tambahan. 
6. Tax amnesty upaya membangun kepatuhan sukarela oleh Bagiada & 
Darmayasa (2016). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty 
menjadi suatu kebijakan (dharma) untuk menarik artha wajib pajak dari 
luar negeri ke dalam negeri. Hasil deskontruksi kebijakan tax amnesty 
diharapkan mampu mencerahkan hari wajib pajak demi mewujudkan 
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kepatuhan sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik 
jasmani maupun rohani. 
7. Tax amnesties and tax compliance in Turkey oleh Gerger (2012). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan tax amnesty yang terus menerus 
dilakukan di Turki mengurangi pendapatan pajak.  Wajib pajak juga 
kehilangan kepercayaan bahwa tax amnesty hanya untuk sekali sehingga 
mereka menjadi tidak patuh untuk menunggu berulangnya tax amnesty. Hal 
ini membuat wajib pajak membuat wajib pajak mempunyai perilaku dan 
sikap negatif. 
8. Tax amnesty with effects and effecting aspects : tax compliance, tax audits 
and erforcements around; the Turkish case oleh Saracoglu & Caskurlu 
(2011). Penelitian ini mengungkapkan bahwa wajib pajak yang jujur 
menganggap tax amnesty merupakan sebuah hadiah untuk wajib pajak yang 
mangkir. Selanjutnya, adanya tax amnesty kepatuhan pajak, karena eksekusi 
tax amnesty yang rutin mempengaruhi wajib pajak yang jujur dengan cara 
yang negatif, karena tax amnesty dianggap sebagai hak istimewa bagi 
pelanggar pajak. Pengulangan tax amnesty di Turki mengakibatkan wajib 
pajak yang patuh percaya bahwa mereka dirugikan karena kejujuran mereka, 
sehingga menyebabkan kelompok wajib pajak ini tidak memenuhi 
kewajiban pajak mereka. 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1. Desain Penelitian 
Penelitian ini yang akan dilakukan dalam penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif yang berjenis studi kasus. Karakteristik studi kasus menurut 
Mukhtar (2007) yaitu: 
1. Lebih mudah disesuaikan dengan suatu deskripsi terhadap realitas yang 
beragam yang ditemukan di lapangan. 
2. Lebih mudah disesuaikan untuk mendemonstrasikan interaksi peneliti 
dengan tempat dan kemungkinan terjadinya bias yang mungkin bisa terjadi. 
3. Memberikan dasar-dasar bagi “generalisasi nasturalistik” individual. 
4. Adanya keteralihan terhadap lokasi penelitian yang lain (uraian rinci). 
5. Dapat disesuaikan untuk mendemonstrasi adanya keberagaman dari 
berbagai pengaruh yang muncul. 
6. Dapat menggambarkan posisi nilai peneliti teori subtantif, paradigma 
metodologis dan nilai kontekstual lokal. 
Kelebihan studi kasus menurut Gunawan (2014) adalah: 
1. Mampu mengungkapkan dan menjelaskan hal-hal tertentu yang spesifik, 
unik dan perkara mendetail yang tidak mampu diungkapkan oleh studi yang 
lain. 
2. Bersifat faktual, yaitu yang benar-benar terjadi saat ini di wilayah tertentu, 
memberikan sebuah nuansa tersendiri, suasana kebatinan atau intuisi dan 
pikiran-pikiran yang menjadi bahan penelitian. 
24 
 
24 
 
3. Peneliti atau penulis dapat menjadi bagian dari subjek penelitian, sehingga 
memahami secara mendalam dan menyeluruh. 
4. Fleksibilitas yang tinggi, di mana penelitian kualitatif memiliki kelenturan 
yang tidak sama dengan penelitian kuantitatif, memberi penekanan lebih 
pada konteks, sumber data melimpah, melibatkan banyak faktor sehingga 
sangat memungkinkan bisa ditemukan informasi yang lain di luar 
pertanyaan permasalahan dan teori yang dihasilkan dalam penelitian dapat 
menjawab permasalahan. 
Penelitian ini berusaha untuk menjabarkan suatu objek dimasa sekarang dari 
data dan informasi yang berhasil diperoleh, baik itu berupa lisan, ataupun dari 
pelaku yang diamati dalam satu rangkaian proses ilmiah yang bersifat naturalistik. 
Desain penelitian kualitatif bersifat umum, bisa berubah-ubah dan berkembang 
sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Desain hanya digunakan sebagai 
asumsi untuk melakukan penelitian atau bisa disebut pegangan awal sehingga 
mengharuskan memiliki sifat fleksibel dan terbuka. 
 
3.2. Subjek Penelitian 
3.2.1. Sumber Data 
Sumber data berasal dari kata-kata (wawancara), tindakan dan dokumen 
yang terkait. Informan dalam penelitian ini adalah terhingga atau bisa dihitung 
jumlahnya. Dan penarikan atau pengambilan sampel disesuaikan dengan 
kebutuhan. Sumber data atau responden berasal dari pegawai KPP Pratama 
Boyolali dan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. 
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Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 informan yang berasal dari 3 
pegawai KPP Pratama Boyolali dan 9 Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama 
Boyolali. Adapun informan penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti 
disajikan pada tabel berikut: 
Tabel 3.1. 
Daftar Informan 
 
No
. 
Status Informan Nama Informan Keterangan 
1. Pegawai KPP Sugiarto Pelayanan KPP Pratama 
Boyolali 
2. Pegawai KPP Sri Budiarti Kasi Waskon 1 KPP 
Pratama Boyolali 
3. Pegawai KPP Agus 
Panamahika 
Account Representatif 
KPP Pratama Boyolali 
4. WP-OP Karyawan Pitut Sartono Sekretaris Desa Randusari, 
Teras, Boyolali 
5. WP-OP Non 
Karyawan 
Budi Taryono Pedagang Kelontong dan 
Warung Makan 
6. WP-OP Karyawan Mulyanto Satpol PP Kab. Boyolali 
7. WP-OP Karyawan Hadi Putranto Kasif Mutu PT. Teras 
Adhi Karisma 
8. WP-OP Karyawan Teguh Wiyono Guru SMK N 1 Teras, 
Boyolali 
9. WP-OP Karyawan Rajimin Kabid Perencanaan & 
Diklit Bank RSJD 
Surakarta 
10. WP-Badan Ngadiyanto Pengelola CV. Win Win 
Pengging 
11. WP-Badan Dabe Ary 
Daryanto 
Manajer Operasional Taxi 
Boyolali 
 
Adapun sebab- sebab dipilihnya sampel tersebut adalah karena dari wajib 
pajak yang ditemui oleh peneliti hanya 11 wajib pajak tersebut yang bersedia 
untuk diwawancarai. Dari segi efisiensi waktu, efektivitas biaya operasional dan 
posisi wilayah/ keterjangkauan lokasi mempermudah peneliti.  
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3.2.2. Jenis Data 
Sejalan dengan penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber 
data primer  dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung 
dari subjek penelitian (Purhantara,2010). Sumber data primer didapatkan secara 
langsung dari informan dengan wawancara terstruktur dengan pegawai KPP 
Pratama Boyolali dan wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali. 
Sedangkan data sekunder adalah data  informasi yang terkait dengan masalah 
penelitian yang diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan dokumen-
dokumen yang terkait (Arikunto,2016). 
 
3.2.3. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian adalah waktu yang digunakan oleh peneliti dari mulai 
mengajukan sinopsis sampai dengan penulisan akhir skripsi. Dimulai dari bulan 
Oktober 2016 sampai dengan selesai. Jika masa mengajukan proposal perijinan 
penelitian kepada pihak informan, pengambilan data sampai dengan wawancara 
dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan selesai. Untuk lebih detailnya dapat 
dilihat pada tabel jadwal penelitian yang ada pada lampiran. 
 
3.3. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah awal yang paling utama 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.  
Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,2014). 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Wawancara 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara 
menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau partisipan 
(Affifuddin & Soebani,2012). Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah 
wawancara  terstruktur dimana wawancara terstruktur merupakan wawancara 
dengan menggunakan pedoman yang tersusun secara sistematis 
(Purhantara,2010). 
2. Dokumentasi 
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang 
diperoleh melalui dokumen-dokumen. Pada pelaksanaannya data dokumentasi 
merupakan data sekunder yaitu data informasi yang terkait dengan masalah 
penelitian yang diperoleh dari buku, internet, majalah, surat kabar, dan dokumen-
dokumen yang terkait (Arikunto,2016). 
 
3.4. Teknik Analisis Data 
Menurut Sugiyono (2014), analisis data merupakan proses mencari dan 
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan 
lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam 
kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke 
dalam pola, memilih nama yang penting dan yang perlu dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.  
Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa analisis data adalah proses 
menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengabstraksikan, 
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mengorganisasikan data serara sistematis dan rasional untuk menampilkan bahan-
bahan yang dapat digunakan dalam rangka menyusun jawaban terhadap tujuan 
penelitian. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
Gambar 3.1. 
Skema Teknik Analisis Data Kualitatif 
 
 
1. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari hasil 
wawancara, observasi dan dokumentasi yang utuh dan terpercaya. Apabila data 
yang diperoleh sudah memadai atau pun merasa cukup, maka dapat dihentikan. 
Hal ini dilakukan seusai dengan kebutuhan (Sugiyono,2014). 
2. Reduksi Data 
Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data yang diperoleh dari 
lapangan. Berupa mengambil hal-hal yang dianggap penting, mengelompokkan, 
mengkategorikan, kemudian mengatur polanya. Semakin lama jangka waktu 
penelitian kualitatif dilakukan, maka akan menghasilkan banyak informasi dari 
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lapangan (Sugiyono,2014). Dan dalam kesempatan penelitian kali ini, peneliti 
berusaha serta mengurai data dan informasi yang didapat dari sumber-sumber 
terpercaya, sesuai dengan kebutuhan penelitian. 
3. Penyajian Data 
Penyajian data bisa dilakukan dengan menampilkan gambar, tabel, grafik 
atau gambar dan atau sejenisnya. Kemudian data yang sudah direduksi dapat 
diberi penjelasan, penjabaran, uraian singkat, hubungan dan sejenisnya. Dalam 
penelitian kualitatif biasanya ditulis dalam kata-kata yang bercorak narasi 
(Sugiyono,2014). 
4. Penarikan Kesimpulan 
Berdasarkan temuan yang diperoleh dilapangan dan setelah data tersebut 
dianalisis, maka tahap berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan 
diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskab sejak awal. 
Kesimpulan yang dibuat dari hasil penelitian ini mengenai bagaimana sikap wajib 
pajak terhadap munculnya kebijakan tax amnesty dan bagaimana kepatuhan wajib 
pajak setelah tax amnesty berakhir 
 
3.5. Validitas dan Reliabilitas Data 
Dalam penelitian kualitatif, data yang telah berhasil digali, dikumpulkan dan 
dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kemantapan dan 
kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara 
yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperolehnya. Cara 
pengumpulan data yang beragam tekniknya harus sesuai dan tepat untuk menggali 
data yang benar-benar diperlukan bagi penelitian. 
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Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. 
Dalam penelitian ini, validitas dan reabilitas data yang akan digunakan oleh 
peneliti adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:  
1. Trianggulasi 
Dikutip dari Purhantara (2010), menurut Maleong (2004), metode 
trianggulasi merupakan proses membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang 
berbeda. Lebih spesifik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
trianggulasi sumber. 
Trianggulasi sumber yaitu cara menguji data dan informasi dengan cari 
mencari data dan informasi yang sama kepada lain subjek. Hal ini dapat dicapai 
salah satunya dengan jalan/cara membandingkan hasil wawancara narasumber 
atau informan satu dengan narasumber/informan penelitian yang lain. 
2. Menggunakan Bahan Refrensi 
Bahan referensi di sini adalah adanya bahan pendukung untuk membuktikan 
data yang telah kita temukan. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu 
didukung dengan adanya rekaman/transkrip wawancara, foto-foto atau dokumen 
autentik unntuk mendukung kredibilitas data. Selain itu hasil penelitian diperkuat 
dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu.  
3. Menggunakan Membercheck 
Memberchek adalah proses pengecekan ulang data yang didapat peneliti 
kepada pemberi data. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh 
kesesuaian antara data yang diperoleh dengan apa yang diberikan oleh pemberi 
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data atau informan. Apabila data yang ditemukan bisa disepakati oleh informan, 
maka data tersebut bisa dikatakan valid. Pelaksanaan membercheck bisa 
dilakukan paska pengumpulan data selesai atau setelah mendapat suatu temuan 
(Sugiyono,2014).
  
BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum 
4.1.1. Profil Lembaga 
Nama lembaga : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali (wilayah DJP 
Jateng II). 
Alamat : Jl. Raya Solo- Boyolali km. 24, Mojosongo, Boyolali 
57322. 
Telepon  : (0276) 321057 
Faksimili  : (0276) 323770 
Layanan pengaduan : (021) 500200 
Email   : pengaduan@pajak.go.id 
Website  : www.pajak.go.id 
  
4.1.2. Sejarah Lembaga 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali dibentuk berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 
tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak mulai beroperasi pada tanggal 30 Oktober 2007. 
Peraturan tersebut sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
Kep-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi dan saat 
mulai beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II 
dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, serta 
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Penyuluhan, Pelayanan dan 
Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Sebelumnya di Boyolali telah berdiri Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan 
Bangunan (KP PBB) Boyolali yang menangani administrasi PBB dan BPHTB 
yang wilayah kerjanya meliputi kabupaten Boyolali dan kabupaten Sragen. 
Sedangkan untuk administrasi PPH, PPN, PPNBM dan PTLL untuk wilayah 
kabupaten Boyolali pada saat itu ditangani oleh KPP Surakarta. 
Sehubungan dengan modernisasi Direktorat Jenderal Pajak yang diikuti 
dengan reorganisasi di lingkungan DJP Depertemen Keuangan Republik 
Indonesia, dimana bertujuan untuk menggabungkan fungsi kerja instansi vertikal 
di lingkungan DJP yaitu KPP, KP PBB, KARIKPA (Kantor Pemeriksaan Dan 
Penyidikan Pajak) serta KP4 (Kantor Penyuluhan Dan Penamatan Potensi 
Perpajakan) menjadi KPP Pratama dan KP2KP (Kantor Penyuluhan, Pelayanan 
dan Konsultasi Perpajakan), maka dibentuk KPP Pratama Boyolali yang 
merupakan pecahan dari KPP Surakarta. 
Dengan dibentuknya KPP Pratama Boyolali maka penanganan administrasi 
pajak pusat yang terdiri PBB dan BPHTB, PPH, PPN, PPNBM dan PTLL 
digabung menjadi satu kantor. Wilayah kerja KPP Pratama Boyolali meliputi 
kabupaten Boyolali yang mempunyai 19 kacamatan (Boyolali, Ampel, Selo, 
Cepogo, Musuk, Mojosongo, Teras, Banyudono, Sawit, Sambi,Ngemplak, 
Nogosari, Simo, Karanggede, Klego, Andong, Wonosegoro, Kemusu, dan 
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Juwangi) dengan luasnya 101.510,1955 ha yang terdiri dari tanah sawah seluas 
22.946,6594 ha dan tanah kering 78.563,5361 ha. 
Berikut adalah visi dan misidari direktorat jenderal pajak serta visi, misi, 
moto, janji layanan, dan maklumat pelayanan dari KPPPratama Boyolali : 
1. Visi DJP : menjadi institusi pemerintah penghimpunan pajak negara yang 
terbaik di wilayah asia tenggara. 
2. Misi DJP : menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan 
menerapkan undang- undang perpajakan secara adil dalam rangka 
membiayai penyelenggaraan negera demi kemakmuran rakyat. 
3. Visi KPP Pratama Boyolali : menjadi institusi pemerintah yang memberikan 
pelayanan perpajakan terbaik dan terpercaya kepada wajib pajak di 
kabupaten Boyolali. 
4. Misi KPP Pratama Boyolali : menyelenggarakan tertib administrasi 
perpajakan sesuai dengan yang diamanatkan di undang- undang perpajakan 
di wilayah kabupaten Boyolali. 
5. Motto KPP Pratama Boyolali : kerja keras adalah etos kerja kami. 
6. Janji layanan KPP Pratama Boyolali : melayani dengan keikhlasan hati. 
7. Maklumat pelayanan KPP Pratama Boyolali : dengan ini kami menyatakan 
sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 
yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji kami siap menerima 
sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 
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4.1.3. Struktur Organisasi Lembaga 
Gambar 4.1. 
Struktur organisasi KPP Pratama Boyolali 
 
Sumber : KPP Pratama Boyolali 
 
4.1.4. Pajak di Boyolali 
Berikut adalah target dan realisasi pendapatan pajak wilayah Boyolali: 
Tabel 4.1. 
Jumlah penerimaan pendapatan pajak tahun 2015 dan 2016 di Boyolali 
 
 
Target Realisasi Prosentase 
2015 470.507.164.723 381.986.924.745 81,18620786% 
2016 542.736.299.737 421.319.583.078 77,62878276% 
Sumber : Data KPP Pratama Boyolali 
 
Dari tabel 4.1. menunjukkan bahwa pada tahun 2015 ke 2016 taget di 
wilayah Boyolali mengalami kenaikan sebesar 15,35%. Namun prosentase 
realisasi pendapatan penerimaan pajak menurun sebesar 3,56% hal ini akibat dari 
kepatuhan wajib pajak yang rendah. 
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Berikut adalah jumlah wajib pajak di KPP Pratama Boyolali tahun 2016: 
Tabel 4.2. 
Jumlah Wajib Pajak di KPP Pratama Boyolali tahun 2016 
 
Keterangan 
Yang 
terdaftar 
Yang 
wajib 
SPT 
Yang 
menyampaikan 
SPT 
Yang 
bayar 
Wp badan 4.796 3.222 2.004 2.164 
Wpop non karyawan 13.183 7.045 2.210 870 
Wpop karyawan 64.931 51.845 32.340 3.085 
Jumlah 82.910 62.112 36.554 6.119 
Sumber : Data KPP Pratama Boyolali 
 
4.1.5.Tax amnesty di Kabupaten Boyolali 
Penerapan kebijakan tax amnesty bukan semata persoalan penerimaan 
negara namun juga potensi untuk mendorong roda ekonomi. Selain itu perluasan 
basis data wajib pajak tentu bisa mendukung terwujudnya postur APBN yang 
lebih sustainable (Majalah Resmi Kementrian Keuangan,2016). Hal ini menjadi 
motif Pemerintah mengeluarkan UU Pengampunan Pajak. Ibu Sri Budiarti selaku 
Kasi Waskon 1 di KPP Pratama Boyolali mengungkapkan bahwa tax amnesty 
merupakan penghapusan sanksi. Ungkapan tersebut ditambahi oleh Bapak Agus 
Panamahika selaku Account Representative di KPP Pratama Boyolali bahwa : 
Tax Amnesty merupakan fasilitas yang diberikan wajib pajak yang merasa belum 
mengungkapkan seluruh kewajiban perpajakannya, bisa tidak melaporkan 
penagihannya atau tidak melaporkan hartanya sesuai kondisi yang sebenarnya 
 
Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sugiharto selaku 
Pelayanan di KPP Pratama Boyolali mengenai tax amnesty adalah kebijakan 
untuk wajib pajak dengan cara mengungkap hartanya dan membayar uang 
tembusan, berikut pernyataan yang disampaikan : 
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Tax amnesty merupakan kebijakan bagi wajib pajak untuk mengungkap semua 
harta yang belum pernah dilaporkan baik wajib pajak yang patuh maupun wajib 
pajak yang tidak patuh dengan cara membayar uang tembusan. 
 
Dari pernyataan diatas bisa disimpulkan bahwa tax amnesty merupakan 
penghapusan sanksi atas pengungkapan harta yang belum pernah dilaporkan 
untuk semua wajib pajak dan membayar uang tembusan sesuai dengan tarif yang 
berlaku. Keuntungan bagi wajib pajak yang mau menerapkan kebijakan tax 
amnesty yaitu penghapusan sanksi atas kewajiban yang seharusnya dibayar seperti 
ungkapan Bapak Agus Panamahika selaku Account Representative di KPP 
Pratama Boyolali bahwa : 
Pertama semua kewajiban sebelum dan sampai pada tahun 2015 jika ada yang 
belum ditagih,maka tidak bisa ditagih karna sudah diampuni, jika ada tunggakan 
yang dibayar hanya pokoknya saja jadi ketika ada tagihan dari KPP nanti 
sanksinya tidak usah dibayar hanya membayar pokoknya saja 
 
Namun jika tidak menerapkan kebijakan tax amnesty maka akan berlaku 
seperti undang-undang pada umumnya. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Sri Budiarti 
selaku Kasi Waskon 1 di KPP Pratama Boyolali bahwa: 
Sebenarnya ikut atau tidak merupakan atas kehendak sendiri. Kami hanya 
menghimbu jika wajib pajak tidak ikut tax amnesty maka akan berlaku undang-
undang seperti biasanya. Kewajiban pajak sebelum tahun 2015 akan berlaku 
seperti biasanya tapi untuk yang ikut tax amnesty aman tidak akan diperiksa, 
dihapus sanksinya dan undang-undang-nya tidak berlaku bagi mereka yang ikut 
tax amnesty 
 
 Diperjelas oleh Bapak Agus Panamahika selaku Account Representative di 
KPP Pratama Boyolali bahwa harta yang belum dilaporkan akan dianggap sebagai 
penghasilan dan dihitung sesuai undang-undang yang berlaku ditambah sanksi 
dan denda, berikut pernyataannya: 
Jika tidak mengikuti tax amnesty maka ketika ditemukan data bahwa ada harta 
yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan dan dihitung pajaknya plus 
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sanksi berupa denda. Baik yang mengikuti amnesty ataupun tidak. Maksudnya 
ikut tax amnesty tapi yang diungkapkan belum semuanya nanti yang belum 
terungkap itu dianggap penghasilan, dikenakan PPH plus sanksi 20% 
 
Prosedur mengikuti tax amnesty di KPP Pratama Boyolali adalah dengan 
mengajukan, mengisi, membayar dan yang pasti telah terdaftar sebagi wajib pajak 
atau memiliki NPWP terlebih dahulu seperti pernyataan Ibu Sri Budiarti selaku 
Kasi Waskon 1 di KPP Pratama Boyolali mengungkapkan bahwa: 
Jika yang belum ber-NPWP, wajib pajak harus ber-NPWP dulu. Jika sudah punya 
bisa langsung mengajukan dengan cara membayar uang tebusan, langkah pertama 
harus mengisi formulir selanjutnya akan kelihatan uang yang harus dibayar (uang 
tebusan). Uang tembusan dibayarkan kebank bukan di kantor pos setelah dibayar 
baru mengajukan ke kantor pajak. Tapi sebelum bayar biasanya ngisi formulir 
dulu biasanya dicek dulu sama petugas sudah benar atau belum karna kebanyakan 
wajib pajak kurang paham mengisinya. Mereka biasanya kesini tanya- tanya dulu 
atau konsultasi diajari secara rinci dalam mengisi formulir. karna formulirnya 
banyak, setelah sudah benar berarti ketahuan uang tembusannya, terus dibayar 
lalu mengajukan ke kantor pajak. Karna ini merupakan barang baru, aturan baru 
jadi mereka masih kebingungan karna formulirnya juga banyak yang harus diisi. 
 
Pernyataan yang sama diungkapkan dan di perjelas oleh Bapak Agus 
Panamahika selaku Account Representative di KPP Pratama Boyolali bahwa : 
Pertama wajib pajak harus lapor dulu terutama ditahun 2016 setelah lapor nanti 
mengisi formulir SPH . SPH merupakan Surat Pengakuan Harta terdiri dari 
formulir induk dan formulir lampiran A-E harus diisi semua. Nanti isinya rincian 
harta yang mau diikutkan tax amnesty bentuknya Excel (softcopy) yang 
dikumpulkan diberi materai dan surat pernyataan- pernyataannya tergantung 
kondisi yang dikumpulkan fisiknya dan softcopy nanti diload di aplikasi setelah 
itu mendapatkan tanda trima sementara dari KPP. Selanjutnya surat keterangan 
pengampunan akan dikirim dari Kanwil kurang lebih 10 hari bahkan bisa lebih 
karna jateng II kanwil 1 KPP nya ada 12 dan itu yang menerbitkan hanya 1 
kanwil, tanggalnya tidak telat hanya mengirimnya kadang tertunda. Jika sudah 
mendapat surat pengampunan baru diampuni trus bisa dimulai dari awal. Wajib 
pajak diberi kesempatan 3x untuk menyampaikan SPH jadi jika pengajuan 
pertama belum sesuai bisa menyampaikan lagi sampai 3x. Jika sudah 3x sudah 
tidak bisa mengajukan lagi 
 
Cara menghitung uang tembusan adalah dengan mengkalikan tarif sesuai 
ketentuan bentuk pengampunan yang diterapkan dengan harta bersih dimana harta 
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bersih merupakan harta tambahan dikurangi dengan utang terkait perolehan harta 
tambahan tersebut dan belum dilaporkan di SPT PPh terakhir.  
Bentuk pengampunan pajak atau tax amnesty dan tarif  yang diterapkan di 
Indonesia adalah sebagai berikut: 
1. Deklarasi (pengakuan aset atau dana) dengan tarif 4% untuk periode I (1 
Juli 2016 s/d 30 September 2016), 6% untuk periode ke II (1 Oktober 2016 
s/d 30 Desember 2016), dan 10% untuk Periode ke III (1 Januari 2017s/d 31 
Maret 2017). 
2. Repatriasi (melakukan pengakuan atau menjual aset diluar negeri dan 
membawa pulang ke Indonesia) dengan tarif 2% untuk periode I (1 Juli 
2016 s/d 30 September 2016), 3% untuk periode ke II (1 Oktober 2016 s/d 
30 Desember 2016), dan 5% untuk Periode ke III (1 Januari 2017s/d 31 
Maret 2017). 
3. Deklarasi harta khusus wajib pajak UMKM dengan tarif 0,5% untuk 
UMKM dengan aset kurang dari 10 M (<10M) dan 2% untuk UMKM 
dengan aset lebih dari 10 M (>10M). 
Berikut adalah jumlah wajib pajak yang mengikuti tax amnesty diKabupaten 
Boyolali 
Tabel 4.3. 
Jumlah wajib pajak yang mengikuti Tax amnesty di Kabupaten Boyolali 
 
Keterangan Deklarasi Repatriasi 
WP Badan 427 - 
WP-OP non karyawan 928 - 
WP-OP karyawan 291 - 
Jumlah 1641 - 
Sumber : KPP Pratama Boyolali 
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Dari data tersebut bisa kita analisis bahwa wajib pajak lebih memilih 
mengikuti deklarasi dibandingkan repatriasi sehingga untuk KPP Pratama 
Boyolali tidak menerapkan repatriasi. Perbandingan antara jumlah wajib pajak 
yang mengikuti tax amnesty (Tabel 4.3) dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar 
di Kabupaten Boyolali ( Tabel 4.2) adalah 1 : 51 atau hanya sekitar 1,98% yang 
ikut program tax amnesty. 
Hal ini sangat jauh dari yang diharapkan karena banyak kendala atau 
masalah yang dihadapi oleh pihak fiscus mulai dari persiapan, sosialisasi yang 
kurang, pengetahuan wajib pajak yang kurang, pegawai yang sangat terbatas, 
sistem yang rumit, dan kadang tidak loading sampai pada terbenturnya waktu atas 
2 event besar yang menyebabkan pegawai wajib pajak harus membagi tugas. 
Seperti pernyataan Bapak Agus Panamahika selaku Account Representative di 
KPP Pratama Boyolali bahwa : 
Pada mulanya masalah yang paling sering sistem tax amnesty tidak bisa di loading 
walaupun hanya karna hal sepele saja. Jadi perlu belajar bagaimana caranya agar 
bisa diloading atau bisa dibaca oleh aplikasi. Selanjutnya banyak  wajib pajak 
yang tidak tahu tentang tax amnesty karna waktu yang mepet. Undang-undang tax 
amnesty keluar Mei, Juli sudah mulai jadi waktu persiapan hanya 2 bulan tidak 
bisa maximal. 
 
Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Sugiharto selaku Pelayanan di 
KPP Pratama Boyolali yaitu 
Banyak antara lain: 
1. Wilayah yang luas 
2. SDM sedikit bahkan banyak SDM yang tidak dalam usia produktif seperti 
didikan yg kurang dan hampir pensiun 
3. Pengetahuan wajib pajak yang kurang 
4. Sarana dan prasarana yang terbatas seperti aplikasi yang rumit 
5. Pembayaran yang hanya bisa dilakukan di bank persepsi dan itu kebanyakan 
hanya ada dikota- kota saja.  
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Ditambah pernyataan Ibu Sri Budiarti selaku Kasi Waskon 1 di KPP 
Pratama Boyolali bahwa: 
Karena masa tax amnesty adalah 9 bulan. Ketika maret dan april waktunya SPT 
tahunan jadi doubel makanya kami agak crowded. Untuk 2 event besar dengan 
waktu yang sama sementara pegawainya hanya segini jadi harus dibagi tugasnya 
ada yang sampai double- double jadi crowded-nya disitu. 
 
Namun di sisi lain ada hal positif dari penerapan tax amnesty ini yaitu 
bertambahnya penerimaan pajak bahkan menurut Ibu Sri Budiarti selaku Kasi 
Waskon 1 di KPP Pratama Boyolali menyatakan bahwa tax amnesty saat ini 
dinilai berhasil dan bagus oleh negara lain karena pada hari terakhir pelaksanaan 
program tax amnesty periode III khususnya masyarakat Boyolali antusias-nya 
cukup tinggi sehingga terjadi lonjakan pada penerimaan pajak. Dan harapannya 
kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat sehingga target penerimaan di 
tahun- tahun berikutnya bisa tercapai. 
 
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Sikap Wajib Pajak 
4.2.1. Deskripsi Profil Informan 
1. Bapak Pitut Sartono 
Bapak Pitut Sartono adalah seorang sekertaris desa, Desa Randusari yang sudah 
terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2010. Sejak saat itu Bapak Pitut Sartono 
tidak pernah lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya. 
2. Ibu Sri Budiarti 
Ibu Sri Budiarti adalah pegawai KPP Pratama Boyolali yang menjabat sebagai 
Kasi Waskon 1 di KPP Pratama Boyolali. Ibu Sri Budiarti telah terdaftar sebagai 
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wajib pajak sejak menjadi pegawai KPP Pratama Boyolali. Sejak saat itu Ibu Sri 
Budiarti tidak pernah lalai dalam melaporkan atau membayar pajak. 
3. Bapak Agus Panamahika 
Bapak Agus Panamahika adalah seorang pegawai KPP Pratama Boyolali yang 
menjabat sebagai account representatif. Bapak Agus Panamahika telah terdaftar 
sebagai wajib pajak sejak tahun 2010. Sejak saat itu Bapak Agus Panamahika 
tidak pernah lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya karena selalu ada 
yang mengingatkan. 
4. Bapak Budi Taryono 
Bapak Budi Taryono aadalah seorang pedagang kelontong dan warung makan 
yang terletak di depan PT. Sari Warna Asli. Tbk Randusari, Teras, Boyolali. 
Bapak Budi Taryono sudah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2016. Sejak 
saat itu bapak budi taryono sengaja melalaikan kewajibannya dalam membayar 
atau melaporkan pajaknya karena usaha yang digelutinya mengalami kegagalan.  
5. Bapak Mulyanto 
Bapak Mulyanto adalah seorang Pegawai Pemda Boyolali yang menjabat sebagai 
Satpol PP. Bapak Mulyanto sudah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2008. 
Sejak saat itu Bapak Mulyanto tidak pernah lalai dalam membayar dan 
melaporkan pajaknya karena Bapak Mulyanto termasuk Pegawai Negeri Sipil. 
6. Bapak Hadi Putranto 
Bapak Hadi Putranto adalah seorang Pegawai PT. Teras Adi Karisma Randusari, 
Teras, Boyolali yang menjabat sebagai Kepala Sift Mutu. Bapak Hadi Putranto 
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sudah terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2008. Sejak saat itu Bapak 
Mulyanto tidak pernah lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya. 
7. Bapak Teguh Wiyono 
Bapak Teguh Wiyono adalah seorang Guru di SMA N 1 Teras yang sudah 
terdaftar sebagai wajib pajak sejak menjabat sebagai PNS. Sejak saat itu Bapak 
Mulyanto tidak pernah lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya karena 
Bapak Teguh Wiyono termasuk Pegawai Negeri Sipil yang pembayaran pajaknya 
sudah dipotong langsung oleh negara dari gajinya dan laporan pajaknya 
dilaporkan secara kolektif. 
8. Bapak Rajimin 
Bapak Rajimin adalah seorang Pegawai RSJD Surakarta yang menjabat sebagai 
Kabid Perencanaan & Diklit Bank. Bapak Rajimin sudah terdaftar sebagai wajib 
pajak di KPP Pratama Boyolali sejak tahun 1989. Sejak saat itu Bapak Rajimin 
tidak pernah lalai dalam membayar dan melaporkan pajaknya. 
9. Bapak Ngadiyanto 
Bapak Ngadiyanto adalah seseorang yang dipercaya untuk mengelola CV. Win- 
Win. CV. Win- Win sudah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Boyolali 
sekitar 10 Tahun. Sejak saat itu Bapak Rajimin tidak pernah lalai dalam 
membayar dan melaporkan pajak CV. Win- Win. 
10. Bapak Dabe Ary Daryanto 
Bapak Dabe Ary Daryanto adalah seseorang yang dipercaya untuk menjadi 
Manajer Operasional Taxi Boyolali. Taxi Boyolali sudah terdaftar sebagai wajib 
pajak di KPP Pratama Boyolali sekitar 8 Tahun. Sejak saat itu Bapak Dabe Ary 
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Daryanto tidak pernah lalai dalam membayar dan melaporkan pajak Taxi 
Boyolali. 
 
4.2.2. Deskripsi Hasil Penelitian 
Pada bagian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang telah diperoleh dan hasil wawancara dari informan dengan melakukan 
observasi langsung, peneliti dapat menganalisa sikap wajib pajak atas kebijakan 
tax amnesty dengan 11 orang sebagai informan yang terdiri dari 8 wajib pajak 
karyawan, 1 wajib pajak non karyawan dan 2 wajib pajak badan.  
Sikap merupakan cerminan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa- 
biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu seperti benda, kejadian, situasi, orang 
atau kelompok. Jika seseorang timbul rasa senang maka disebut sikap positif , jika 
perasaan yang muncul adalah tidak senang maka sikap negatif jika tidak timbul 
perasaan apa- apa maka netral. Sikap terdiri dari 3 komponen yaitu kognitif, 
afectif dan behaviour. Berikut hasil wawancara 3 komponen sikap terhadap 
beberapa wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Boyolali 
Tabel 4.4. 
Analisis Komponen Sikap Informan 
 
No. Nama 
Informan 
Kriteria Kognitif Afectif Behaviour 
1.  Sugiharto WP-K Mematuhi Aturan 
dan merasa 
diuntungkan 
Senang Tidak 
menerapkan 
kebijakan 
tersebut 
2. Pitut 
Sartono 
WP-K Berfikir bahwa 
gaji yang 
diterimanya tidak 
layak untuk 
mengikuti tax 
amnesty 
Senang Tidak 
menerapkan 
kebijakan 
tersebut 
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No. Nama 
Informan 
Kriteria Kognitif Afectif Behaviour 
3. Sri Budiarti WP-K Berfikir bahwa 
ada beberapa 
harta yang belum 
dilaporkan 
Senang Menerapkan 
kebijakan tax 
amnesty 
4. Agus 
Panamahika 
WP-K Merasa sudah 
patuh 
Senang Tidak 
menerapkan 
kebijakan 
tersebut 
5. Budi 
Taryono 
WP-
NK 
Mematuhi aturan Tidak 
senang 
Menerapkan 
kebijakan tax 
amnesty 
6. Mulyanto WP-K Merasa sudah 
patuh 
Senang Tidak 
menerapkan 
kebijakan 
tersebut 
7. Hadi 
Putranto 
WP-K Berfikir bahwa 
gaji yang 
diterimanya tidak 
layak untuk 
mengikuti tax 
amnesty 
Senang Tidak 
menerapkan 
kebijakan 
tersebut 
8. Teguh 
Wiyono 
WP-K Merasa sudah 
patuh 
Netral Tidak 
menerapkan 
kebijakan 
tersebut 
9. Radjimin WP-K Mematuhi Aturan 
dan merasa 
diuntungkan 
Antusias/ 
senang 
Menerapkan 
kebijakan tax 
amnesty 
10. Ngadiyanto WP-B Merasa 
diuntungkan 
Sangat 
antusias/ 
sangat 
senang 
Menerapkan 
kebijakan tax 
amnesty 
11. Dabe Ary 
Daryanto 
WP-B Merasa 
diuntungkan 
Antusias/ 
senang 
Menerapkan 
kebijakan tax 
amnesty 
 
Dari rekapan analisis komponen sikap informan pada tabel 4.5. berikut 
penjelasan masing- masing informan. Bapak Sugiharto dengan suara lantang dan 
sangat antusias merasa senang dengan adanya penerapan kebijakan tax amnesty 
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ini karena wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak patuh mendapatkan 
banyak keuntungan dari penerapan kebijakan tersebut. 
Begitu pula dengan Bapak Pitut Sartono dengan nada yang datar dan santai 
menyatakan bahwa Bapak Pitut Sartono merasa senang (afectif) dengan adanya 
penerapan kebijakan tax amnesty ini karena akan membuat semua wajib pajak 
sadar akan kewajiban membayar pajak mereka. 
Namun Bapak Sugiharto dan Bapak Pitut Sartono tidak merefleksikan ke 
dalam tindakan mereka. Bapak Sugiharto dan Bapak Pitut Sartono lebih memilih 
tidak menerapkan kebijakan tax amnesty karena Bapak Sugiharto sudah merasa 
patuh atau sudah mematuhi aturan yang berlaku sedangkan Bapak Pitut Sartono 
memandang dari sisi lain yaitu bahwa gaji yang diterimanya tidak layak untuk 
mengikuti tax amnesty.  
Berbeda dengan Ibu Sri Budiarti yang merasa senang dengan adanya 
kebijakan ini dan dengan nada lembut Ibu Sri Budiarti menyampaikan bahwa 
selain menamah pendapatan pajak, kepatuhan wajib pajak juga meningkat 
dibuktikan dengan antusias dan penilaian penerapan kebijakan tax amnesty dari 
negara lain. Hal ini juga diterapkan oleh Ibu Sri Budiarti dengan tindakan yaitu 
memilih menerapkan kebijakan tax amnesty.  
Selain alasan tersebut Ibu Sri Budiarti berfikir bahwa kemungkinan ada 
beberapa harta yang belum dilaporkan pada tahun- tahun sebelumnya dan dengan 
mengikuti kebijakan tax amnesty Ibu Sri Budiarti sudah berpartisipasi dalam 
kebijakan tersebut. Berikut ungkapan beliau: 
Saya ingin berpartisipasi untuk tax amnesty ini sebenarnya ya saya sudah 
melaporkan tapi mungkin ada sedikit yang perlu dilaporkan lagi. 
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Selanjutnya Bapak Agus Panamahika yang menjelaskan selain pendapatan 
pajak dan kepatuhan yang meningkat ada alasan lain yang menyebabkan Bapak 
Agus Panamahika merasa senang yaitu semua kewajiban pada tahun 2015 
kebawah yang belum ditagih tidak akan ditagih kembali karena sudah diampuni, 
dan jika ada tunggakan maka hanya membayar pokoknya saja (sanksi tidak 
dibayar). 
Sama dengan Bapak Pitut Sartono, Bapak Agus Panamahika juga tidak 
menerapkan kebijakan tax amnesty ini karena Bapak Agus Panamahika merasa 
sudah patuh/ taat dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Berikut 
ungkapan beliau: 
Tidak, saya sudah tertib kan amnesty bagi yang belum melaporkan seluruh 
kekayaannya atau yang sama sekali belum melaporkan,..... 
 
Berbeda dengan Bapak Budi Taryono yang merasa tidak senang dengan 
adanya kebijakan tax amnesty ini, walaupun kebijakan ini sangat membantu tetapi  
ada suatu hal yang membuatnya merasa tidak senang yaitu dalam bidang usaha 
yang digelutinya tidak membuahkan hasil tetapi masih harus membayar pajak. 
Namun disisi lain Bapak Budi Taryono justru menerapkan kebijakan tax amnesty 
ini dengan perasaan terpaksa dan dengan alasan untuk mematuhi peraturan yang 
telah dibuat oleh pemerintah. Berikut ungkapan beliau: 
Ya,karna usahanya tidak jalan jadi menurut orang jawa usahanya saja udah gagal 
total tapi masih suruh bayar pajak..... 
 
Selanjutnya Bapak Mulyanto dengan tegas dan merasa senang menjelaskan 
bahwa dengan adanya tax amnesty ini banyak wajib pajak khususnya wajib pajak 
besar atau pengusaha besar yang mendapatkan keringanan pembayaran pajak yang 
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terutang sehingga menjadi wajib pajak yang tertib. Namun karena Bapak 
Mulyanto sudah merasa sudah tertib karena pajak yang dibayarkan sudah 
dipotong sesuai aturan negara bagi PNS maka Bapak Mulyanto tidak menerapkan 
kebijakan tax amnesty. Berikut ungkapan beliau: 
Kebetulan karna saya posisi PNS jadi tidak menerapkan karna secara aturan sudah 
dipotong sesuai aturan negara. 
 
Begitu pula dengan Bapak Hadi Putranto yang merasa senang karena wajib 
pajak mendapatkan pengampunan atas kelalaian pembayaran pajak di tahun- 
tahun sebelumnya. Bapak hadi Putranto juga tidak menerapkan kebijakan tax 
amnesty dengan alasan bahwa gaji yang diterima tidak layak untuk mengikuti tax 
amnesty. Berikut ungkapan beliau: 
Saya tidak menerapkan, kebetulan dari perusahaan mungkin gaji saya kurang 
besar maka belum diikutkan atau disarankan atau dianjurkan untuk tax amnesty 
..... 
 
Bapak Teguh Wiyono dengan tenang merasa netral dengan adanya 
kebijakan tax amnesty ini karena Bapak Teguh Wiyono hanya mengikuti 
peraturan pegawai negeri yang diwajibkan untuk melaporkan pajak sehingga tidak 
tahu tentang kebijakan-kebijakan yang ada dalam perpajakan (hanya hak dan 
kewajiban sebagai wajib pajak). Bapak Teguh Wiyono juga tidak menerapkan 
kebijakan tax amnesty ini dengan alasan tidak tahu tentang kebijakan ini dan 
merasa sudah patuh. Berikut ungkapan beliau: 
Saya tidak tahu , terus terang saya sendiri tidak paham tentang perpajakan. 
 
Selanjutnya Bapak Rajimin dengan nada yang tegas tetapi sedikit humor 
merasa sangat senang dengan adanya penerapan kebijakan tax amnesty ini. 
Walaupun Bapak Rajimin mendapatkan surat tagihan atas aset yang tidak 
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bergerak yang baru saja dibeli namun Bapak Rajimin mendapatkan keringganan 
atas beban yang ditanggungnya sebagai akibat dari penerapan kebijakan tax 
amnesty. Berikut ungkapan beliau: 
Ya saya menerapkan, saya bayarnya saja mahal, tiba- tiba dapat surat tagihan, satu 
hal yang kita tidak tahu bahwa aset tidak bergerak itu kena tax amnesty, ya kita 
diam- diam saja karena memang beli tanah uangnya hasil utangan. saya anggap 
impas tidak membayar pajak ternyata masih punya tanggungjawab ikut tax 
amnesty, tapi dengan adanya tax amnesty itu kita diperringan atas bebannya ...... 
 
Begitu pula dengan Bapak Ngadiyanto yang merasa sangat antusias dengan 
adanya kebijakan tax amnesty ini karena sangat menguntungkan khususnya bagi 
wajib pajak yang tidak mengikuti aturan pemerintahan sebagai contoh pengusaha 
yang menghindari pajak untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. 
Bapak Ngadiyanto pun juga merasa diuntungkan sehingga Bapak Ngadiyanto 
menerapkan kebijakan tax amnesty pada proyek bangunan jalan CV. Win-Win. 
Berikut ungkapan beliau: 
Menerapkan hanya didalam proyeknya bukan diperusahaannya. Jadi saya 
memegang 2, jadi diproyek itu dibekukan, kalo proyek itu tidak jalan maka tetap 
bayar terus jadi kita bekukan dan alhamdulillah ada tax amnesty jadi kita untung. 
 
Proyek bangunan jalan CV. Win-Win yang ditangani oleh Bapak 
Ngadiyanto saat itu dibekukan karena tidak ada yang menangani sedangkan Pak 
Ngadiyanto mengemban 2 amanah yaitu proyek bangunan jalan CV. Win-Win 
dan pengelola CV. Win-Win . Dengan adanya tax amnesty Bapak Ngadiyanto bisa 
melaporkan laporan pajak pada proyek CV. Win-Win yang belum dilaporkan 
pada tahun-tahun sebelumnya sehingga bisa diaktifkan kembali. 
Dan informan terakhir yaitu Bapak Dabe Ary Daryanto juga merasa senang 
dengan adanya penerapan kebijakan tax amnesty ini karena wajib pajak 
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dibebaskan dari sanksi dan denda yang seharusnya dibayarkan ketika melaporkan 
hartanya. Sama dengan Bapak Ngadianto, Bapak Dabe Ary Daryanto juga 
menerapkan tax amnesty karena merasa diuntungkan. Berikut ungkapan beliau: 
Ya kami menerapkan karena dengan adanya tax amnesty tersebut bisa dibebaskan 
sanksi denda bagi wajib pajak yang sudah melaporkan hartanya 
 
Dari 11 informan tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak wajib pajak 
yang senang dengan adanya penerapan kebijakan tax amnesty ini. Namun keadaan 
senang ini tidak membuat semua wajib pajak menerapkan tax amnesty. Hal ini 
dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak 
menerapkan kebijakan tax amnesty. 
Faktor lain selain pemikiran, keyakinan, atau pendapat wajib pajak yang 
menyebabkan wajib pajak tersebut tidak menerapkan kebijakan tax amnesty 
adalah kurang maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama 
Boyolali seperti ungkapan Bapak Pitut Sartono bahwa sosialisasi yang dilakukan 
dari pihak KPP Pratama Boyolali masih sangat kurang karena sasarannya hanya 
wajib pajak tertentu saja seperti pengusaha-pengusaha besar atau dengan kata lain 
belum sampai secara menyeluruh kepada wajib pajak. 
Bapak Rajimin juga menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh 
pihak KPP Pratama Boyolali belum maksimal masih perlu diupayakan kembali. 
Menurut Bapak Rajimin masih banyak orang awam tentang perpajakan khususnya 
tentang kebijakan tax amnesty. 
 Jika maksimal sepertinya belum, perlu diupayakan lebih optimal lagi jika perlu 
jemput bola yang efektif. 
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Bapak Mulyanto juga menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh 
pihak KPP Pratama Boyolali masih belum maksimal, seperti mekanisme 
penerapan kebijakan tax amnesty yang belum dijelaskan secara detail sehingga 
wajib pajak yang mengikuti kebijakan tax amnesty tidak atau belum paham 
tentang tax amnesty. 
Belum maksimal, belum sampai hal yang detail bagaimana cara atau mekanisme 
cara menghitung sampai bagaimana kita menebus pajaknya. Baru kalangan 
tertentu artinya masyarakat khususnya masyarakat umum banyak yang belum 
tahu. 
 
Hal ini dialami oleh Bapak Budi Taryanto sebagai wajib pajak yang 
menerapkan kebijakan tax amnesty beliau tidak mendapatkan sosialisasi sehingga 
dalam mengerjakan tax amnesty beliau meminta untuk dibuatkan oleh pihak ke 3. 
Belum Maksimal,karena saya sendiri sebagai wajib pajak yang dapat kesempatan 
masuk ke amnesty secara langsung belum pernah dapat pecerahaan/sosialisasi dari 
Kantor Pajak Pratama Boyolali..... 
 
Bapak Hadi Putranto dan Bapak Teguh Wiyono tidak ingin berpendapat 
mengenai sosialisasi kebijakan tax amnesty karena tidak mendapatkan dan tidak 
tahu mengenai kebijakan ini. Berbeda dengan Bapak Ngadiyanto yang 
menyatakan bahwa sosialisasi tax amnesty di Boyolali sudah maxsimal hal ini 
dibuktikan antusias wajib pajak yang menerapkan tax amnesty di KPP Pratama 
Boyolali sangat banyak.Bapak Dabe Ary Daryanto juga menyatakan tax amnesty 
di Boyolali sudah tersosialisasikan secara baik. 
Menurut saya sudah karna ketika saya membayar, banyak wajib pajak yang sangat 
antusias membayar dan melaporkan harta kekayaan, saya dengar beliau punya 
mobil banyak terus tambah motor 1 saja langsung dilaporankan, jika dia tidak 
antusias pasti tidak akan datang ke KPP 
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Bapak Bapak Sugiharto dan Bapak Agus Panamahika juga menjelaskan 
bahwa sosialiasi dari KPP Pratama boyolali sudah maksimal. Hal ini dibuktikan 
bahwa sosialisasi dari KPP Pratama Boyolali telah menggandeng perangkat desa. 
Berikut Ungkapan dari Bapak Agus Panamahika: 
Disini bagus karna menggandengi perangkat desa, jadi disana kira- kira yang 
punya harta banyak itu dikasih surat. 
 
Ibu Sri Budiarti juga menjelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan dari 
pihak KPP Pratama Boyolali sudah maxsimal. Jika dirasa kurang maksimal itu 
karena waktu penerapan kebijakan tax amnesty sangat sedikit dari keluarnya 
undang-undang dan pada saat berjalannya tax amnesty tahap ke 3 pihak KPP 
Pratama tidak hanya memegang satu event namun dua event besar yaitu tax 
amnesty dan laporan SPT Tahunan sehingga membuat pegawai KPP mendapatkan 
tugas yang double dan tidak bisa terfokus. Berikut ungkapan Ibu Sri Budiarti: 
Karna masa tax amnesty adalah 9 bulan. Ketika maret dan april waktunya SPT 
tahunan jadi doubel makanya kami agak crowded. Untuk 2 event besar dengan 
waktu yang sama sementara pegawainya hanya segini jadi harus dibagi tugasnya 
ada yang sampai double- double jadi crowded-nya disitu. 
 
Dari masalah yang telah muncul banyak informan yang menginginkan 
penerapan kebijakan tax amnesty kembali karena masih banyak wajib pajak yang 
tidak patuh/ pengemplang-pengemplang pajak khususnya wajib pajak besar. 
 
4.2.3. Pembahasan Hasil Penelitian 
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber atau informan, maka 
peneliti dapat menganalis bahwa tax amnesty merupakan penghapusan sanksi atas 
pengungkapan harta yang belum pernah dilaporkan untuk semua wajib pajak dan 
membayar uang tembusan sesuai dengan tarif yang berlaku. Keberhasilan dalam 
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menerapkan sebuah kebijakan seperti kebijakan tax amnesty dipengaruhi oleh 2 
variabel yaitu variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan implementasi. 
Menurut sebagian Informan kebijakan tax amnesty sangat menguntungkan 
bagi wajib pajak khususnya wajib pajak yang tidak patuh seperti dihilangkannya 
sanksi dan denda. Hal ini sesuai dengan pengertian tax amnesty yang termuat 
dalam Undang- Undang No. 11 Tahun 2016 Pasal 1 yaitu  
“Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak 
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, 
dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tembusan.” 
Sikap merupakan cerminan rasa senang, tidak senang atau perasaan biasa- 
biasa saja dari seseorang terhadap sesuatu seperti benda, kejadian, situasi, orang 
atau kelompok. Jika seseorang timbul rasa senang maka disebut sikap positif , jika 
perasaan yang muncul adalah tidak senang maka sikap negatif dan jika tidak 
timbul perasaan apa- apa maka netral. 
Sikap wajib pajak dapat diukur melalui 3 komponen yaitu kognitif, afektif 
dan behaviour. Komponen kognitif merupakan komponen yang menimbulkan 
pemahaman terhadap perasaan orang lain. Komponen kognitif juga terdiri dari 
seluruh kognisi yang dimiliki seseorang mengenai objek sikap tertentu seperti 
fakta, pengetahuan, dan keyakinan tentang ojek.  Secara umum komponen 
kognitif yang muncul pada sebagian informan mengatakan bahwa  kebijakan tax 
amnesty sangat menguntungkan dan ingin mematuhi aturan yang dibuat oleh 
pemerintah. 
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Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang 
terhadap suatu objek, terutama penilaian. Komponen Afektif yang ditunjukkan 
pada setiap informan adalah rasa senang dengan adanya penerapan kebijakan tax 
amnesty artinya secara umum informan mempunyai sikap yang positif terhadap 
penerapan kebijakan tax amnesty. 
Sedangkan komponen behaviour (perilaku) terdiri dari kesiapan seseorang 
untuk bereaksi atau kecenderungan untuk bertindak terhadap objek. Dalam hal ini 
komponen perilaku menunjukkan kecenderungan wajib pajak untuk bertindak 
terhadap penerapan kebijakan tax amnesty ini, mendukung atau menentang 
kebijakan ini. Dilihat dari wawancara yang telah dilakukan, secara umum 
komponen behaviour informan adalah tidak menerapkan kebijakan tax amnesty. 
Jika kita analisis Informan mempunyai sikap yang positif terhadap 
kebijakan tax amnesty karena wajib pajak mendapatkan banyak keuntungan dari 
penerapan kebijakan tax amnesty namun disisi lain tindakan yang dipilih oleh 
informan adalah tidak menerapkan kebijakan tax amnesty. Hal ini sangat 
berbanding terbalik antara pemikiran, perasaan dan tindakan mereka artinya ada 
ambivelensi sikap. 
Ambivalensi sikap merujuk pada kenyataan bahwa evaluasi kita terhadap 
suatu objek, isu, orang atau kejadian tidak selalu seragam positif atau negatif 
seperti sikap Bapak Sugiharto, Bapak Pitut Sartono, Bapak Agus Panamahika, 
Bapak Mulyanto, dan Bapak Hadi Putranto yang merasa senang namun tidak 
menerapkan kebijakan tax amnesty dan Bapak Budi Taryono yang merasa tidak 
senang tetapi menerapkan kebijakan tax amnesty. 
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Banyaknya informan yang tidak menerapkan kebijakan tax amnesty 
dikarenakan beberapa hal. Empat diantara seluruh informan mengatakan bahwa 
sosialisasi yang kurang dari pihak KPP Pratama Boyolali sehingga wajib pajak 
tidak mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam bidang perpajakan khususnya 
dalam penerapan kebijakan tax amnesty, satu informan mengatakan sistem yang 
sering eror, satu informan merasa SDM yang kurang memadai dengan wilayah 
yang sangat luas, satu informan mengatakan waktu yang sedikit dan terbenturnya 
dengan event yang lain membuat sosialisasi tentang kebijakan tax amnesty kurang 
maksimal. 
Disisi lain ada empat informan lainnya mengatakan bahwa sosialisasi yang 
dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali sudah maksimal. Hal ini dibuktikan 
antusias wajib pajak yang datang ke kantor KPP Pratama Boyolali sangat banyak. 
Namun dikarenakan banyak informan yang menganggap sosialisasi kebijakan tax 
amnesty masih kurang Informan menginginkan adanya penerapan tax amnesty 
kembali, karena masih banyak wajib pajak yang tak patuh atau pengemplang 
pajak khususnya wajib pajak dengan pendapatan yang besar.  
Penerapan kebijakan tax amnesty kembali diharapkan mampu membuat 
semua pengemplang-pengemplang pajak sadar dan patuh akan kewajiban mereka 
dalam perpajakan. Untuk itu sangat penting petugas pajak memberikan 
pendampingan atau sosialisasi dan sebagainya yang lebih optimal. Jika perlu 
diadakan mitra-mitra di setiap desa agar lebih dekat dengan wajib pajak sehingga 
bisa selalu mengingatkan wajib pajak agar membayar dan melaporkan pajak 
sesuai dengan ketentuan perpajakan.  
  
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Wajib pajak bersikap positif artinya wajib pajak merasa senang (afektif) dan 
mendukung adanya penerapan kebijakan tax amnesty, karena wajib pajak merasa 
mendapatkan banyak keuntungan (kognitif), namun pada kenyataannya wajib 
pajak yang menerapkan kebijakan tax amnesty masih sangat kurang (behaviour). 
Sehingga wajib pajak menginginkan adanya penerapan kebijakan tax amnesty 
kembali. 
Terbatasnya waktu penerapan kebijakan tax amnesty membuat pihak fiscus 
dirasa kurang dalam sosialisasi kepada wajib pajak. Sehingga kurangnya 
informasi yang didapat memunculkan rasa takut wajib pajak untuk menerapkan 
kebijakan tersebut. Selain kurangnya informasi, kesadaran wajib pajak yang 
kurang juga menjadi penyebab wajib pajak tidak menerapkan kebijakan tax 
amnesty. Oleh karena itu perlu adanya optimalisasi petugas pajak dalam 
memberikan pendampingan atau sosialisasi. 
 
5.2. Keterbatasan 
Data yang diperoleh dirasa kurang lengkap, karena narasumber yang menjadi 
informan hanya sedikit. Hal ini dikarenakan waktu yang terbatas, biaya penelitian 
yang cukup tinggi, dan banyak wajib pajak yang tidak bersedia untuk 
diwawancarai, sehingga dirasa kurang maksimal. Dalam hal lokasi atau wilayah 
penelitian yang dilakukan hanya pada satu wilayah saja yaitu wilayah Boyolali 
sehingga belum mampu menggambarkan kondisi yang lebih luas. 
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Salah satu kelemahan daripada studi kasus adalah jika narasumber tidak 
memberikan informasi yang dibutuhkan  ataupun informasi ekstra kepada peneliti, 
maka peneliti juga tidak bisa mendapatkan apa- apa atau menganalisis apa- apa 
dari subjek penelitian. 
Hal ini juga berlaku dalam penelitian ini, karena peneliti tidak bisa 
mendapatkan data wajib pajak yang mengikuti tax amnesty karena sesuai dengan 
undang- undang bahwa data keikutsertaan tax amnesty tidak bisa disebarluaskan. 
Sehingga membuat peneliti sangat sulit menemukan wajib pajak yang mengikuti 
tax amnesty. Pada kenyataannya tidak semua wajib pajak menerapkan kebijakan 
tax amnesty ini. Hanya wajib pajak tertentu yang menerapkan. 
 
5.3. Saran 
Saran yang dapat memberikan gagasan untuk penelitian berikutnya adalah 
yang berasal dari keterbatasan-keterbatasan yang diuraikan sebagai berikut. 
1. Sebaiknya peneliti selanjutnya lebih mempersiapkan diri dalam segala 
sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik. 
Peneliti sebaiknya cekatan dalam mencari wajib pajak agar informan yang 
didapat sesuai dengan yang dibutuhkan. 
2. Sebaiknya penelitian selanjutnya bisa menggunakan lokasi penelitian yang 
lebih luas lagi dari penelitian ini. Supaya data yang diperoleh bisa 
mewakili wajib pajak secara keseluruhan. 
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Lampiran 1 
 
 
 
TABEL JADWAL PENELITIAN 
Bulan Oktober 2016 S/d Bulan September 2017 
 
 
No. 
Bulan Oktober April Mei Juni Juli Agustus September 
Kegiatan 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Menyusun Proposal X X                                         
2 Konsultasi     X X X X X X X X X                       
3 Semprop                   X                         
4 Revisi Proposal                         X X X X             
5 Wawancara                             X X X X         
6 Penulisan Akhir Naskah Skripsi                             X X X X X       
7 Pendaftaran Munaqasah                                       X     
8 Munaqasah                                           X 
Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan 
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Lampiran 2 
Pedoman Wawancara 
Berikut pedoman wawancara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan 
informasi kepada informan: 
1. Apakah Anda terdaftar sebagai wajib pajak pak? 
2. Sudah berapa lama? 
3. Apakah Anda ini pernah lalai dalam melaporkan dan membayar pajak? 
Jelaskan! 
4. Anda tahu bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia menerapkan 
kebijakan tax amnesty khususnya wilayah Boyolali juga menerapkan 
kebijakan tersebut. Apakah Anda menerapkan kebijakan tersebut? 
Mengapa? 
5. Bagaimana prosdur dalam mengikuti tax amnesty? 
6. Apa pendapat atau bagaimana Anda menyikapi adanya penerapan 
kebijakan tax amnesty ini? 
7. Menurut Anda, apakah pemerintah Indonesia akan menerapkan kebijakan 
tax amnesty kembali? 
8. Menurut Anda, apakah wajib pajak yang patuh mendapatkan keuntungan 
dari penerapan kebijakan tax amnesty ini? 
9. Bagaimana sistem pelaksanaan/ sosialisasi tax amnesty di Indonesia 
khususnya Boyolali? 
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Lampiran 3 
Transkip Wawancara 1 
Hari & Tanggal : Senin, 12 Juni 2017 
Waktu   : 17.30 – 18.30 
Lokasi   : RM. Iga Pak Wid Simpang Lima Boyolali 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Sugiharto (Staff Pelayanan KPP Pratama Boyolali) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Pak sebenarnya kebijakan tax amnesty itu apa? 
Informan : tax amnesty itu kebijakan bagi wajib pajak untuk mengungkap 
semua hartanya yang belum pernah dilaporkan baik wajib pajak yang patuh 
maupun wajib pajak yang tidak patuh dengan cara membayar uang tembusan. 
Peneliti : Apakah dengan adanya kebijakan tax amnesty itu akan 
meningkatkan kepatuhan pak? 
Informan : tentu karena ketika wajib pajak menerapkan tax amnesty maka 
wajib pajak akan mendapatkan manfaatnya seperti pemberhentian pemeriksaan 
baik berjalan maupun tahun- tahun sebelumnya (2015 kebawah) yang belum 
diperiksa, data yang dilaporkan tidak akan diperiksa lagi hanya sekali tembus, 
semua sanksi dihapus, dan dijamin kerahasiaannya. Bagi wajib pajak tidak 
menerapkan tax amnesty maka semua harta wajib pajak dianggap sebagai 
penghasilan dan ditambah sanksi. 
Peneliti : masalah- masalah apa yang dihadapi pegawai KPP dalam 
penerapan kebijakan tax amnesty ini pak? 
Informan : banyak mbak 
1. wilayah yang luas 
2. SDM sedikit bahkan banyak SDM yang tidak dalam usia produktif seperti 
didikan yg kurang dan hampir pensiun 
3. Pengetahuan wajib pajak yang kurang 
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4. sarana dan prasarana yang terbatas seperti aplikasi yang rumit 
5. pembayaran yang hanya bisa dilakukan di bank persepsi dan itu kebanyakan 
ada dikota- kota saja.  
Peneliti : apakah Bapak menerapkan kebijakan tersebut? 
Informan : tidak karena saya sendiri sudah mematuhi peraturan perpajakan. 
Peneliti : apakah suatu saat pemerintah akan menerapkan kebijakan ini lagi 
pak? 
Informan : tidak karena setelah tax amnesty akan ada peraturan yang lebih 
ketat lagi 
Peneliti : kenapa pak? Setau saya dulu juga pernah menerapkan kebijakan 
tax amnesty sekitar tahun 1984 dan 1964 bilangnya tidak akan diterapkan lagi tapi 
buktinya sekarang juga diterapkan kembali. 
Informan : wah kalo itu saya tidak tau ya, mungkin suatu saat nanti bisa iya 
bisa tidak. 
Peneliti  : apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali 
sudah maksimal? 
Informan : Sudah 
Peneliti : bagaimana saran untuk perpajakan di Indonesia saat ini pak agar 
kedepannya lebih baik? 
Informan : ya yang pertama perbaikan struktur organisasi artinya pegawai 
struktural itu harus ditambah daripada pegawai fungsional krena pegawai 
struktural itu bisa sekaligus mengaudit pajak. Selain itu juga harus adanya 
peningkatan kesejahteraan pegawai dan juga memberikan kewenangan 
Recruitment SDM kepada DJP.  
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Lampiran 4 
Transkip Wawancara 2 
Hari & Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2017 
Waktu   : 19.37- 20.12 
Lokasi   : Rumah Bp. Pitut Sartono 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Pitut Sartono (Sekertaris Desa Randusari) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Apakah Bapak terdaftar sebagai wajib pajak? 
Informan : Wajib Pajak ,Ya, pajak pribadi 
Peneliti : Sudah berapa lama Pak? 
Informan : Sudah lama sekitar tahun 2010 atau kurang lebih sudah 7 tahun 
Peneliti : Apakah Bapak pernah lalai dalam membayar atau melaporkan 
pajak Pak? 
Informan  : Tidak 
Peneliti : Bapak tahu kan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia 
menerapkan kebijakan tax amnesty khususnya wilayah Boyolali juga menerapkan 
kebijakan tersebut. Apakah Bapak menerapkan kebijakan tersebut Pak? 
Informan : kalo saya pribadi tidak hanya sekedar tahu saja 
Peneliti : kenapa Bapak tidak menerapkan kebijakan tersebut Pak? 
Informan : menurut pribadi saya ya penghasilan saya belum layak untuk 
mengikuti tax amnesty 
Peneliti : Menurut Bapak apakah kiranya Indonesia akan menerapkan 
Kebijakan Tax amnesty lagi? 
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Informan : saya kira tidak karena selama target yang ditargetkan 1,2, 3 tahun 
bisa dicapai berarti kebelakangnya semuanya sudah sadar akan kewajiban 
membayar pajak. Tantangannya kan untuk 3 tahun kedepan 
Peneliti : menurut Bapak apakah wajib pajak yang patuh mendapatkan 
keuntungan dari penerapan tax amnesty? 
Informan : ya kalo yang sudah patuh tidak berpengaruh 
Peneliti : karena jurnal yang saya acu  dari Afrika Selatan itu menemukan 
bahwa kebijakan tax amnesty merupakan sebuah kebijakan yang tidak adil bagi 
wajib pajak. Jadi wajib pajak yang patuh itu merasa tidak adil, mereka sudah 
membayar dan melaporkan secara teratur tapi tiba-tiba ada kebijakan untuk wajib 
pajak yang tak patuh sehingga mereka merasa wajib pajak yang tak patuh itu 
dimanjakan. 
Informan : ya itu kan disana, kalo di Indonesia nanti yang tidak patuh dan 
tidak mengikuti tax amnesty akan mendapatkan sanksi bedanya kan disitu 
otomatis kan mereka mau mengikuti ketakutan kalo tahun depan ketauhan maka 
akan mendapatkan denda bahkan bisa sampai 100 % 
Peneliti : apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali 
sudah maximal Pak? 
Informan : belum, sasarannya kan baru tertentu seperti pengusaha di 
Boyolali, kalo untuk masyarakat umum kan belum tau walaupun sudah banyak 
iklan tapi semuanya belum tentu mengerti akan iklan yang di sampaikan lain 
dengan sosialisasi secara langsung. Kalo di Boyolali hanya 2x itu saja 
mengumpulkan 1 kelurahan gak lebih dari 1% penduduk saja gak nyampe 
misalkan KK 5000 kalo yang diundang hanya 100 itu berapa persen? Itupun 
dipilihi sasarannya yang wajib pajak besar. Tax amnesty itu untuk masyarakat 
menengah bawah tidak tahu walaupun sudah sosialisasi tingkat desa yang 
diundang 100 paling yang berangkat hanya 80% masih jauh dari sasaran. Saya 
yang penerima sosialisasi saja masih merasa kurang. 
Peneliti : Bagaimana pemerintah harus menghargai wajib pajak yang patuh 
agar tetap patuh? 
Informan : ya tingkatkan sosialisasi atau himbauan itu kan penting. Karna di 
Indonesia kan masih belum banyak yang patuh, golongan tertentu saja yang patuh 
contohnya perusahaan-perusahaan atau pengusaha besar masih banyak yang 
disembunyikan beda dengan golongan- golongan tertentu kayak pegawai negeri 
kan wajib melaporkan itu kan syarat pengusaha yang sudah mulai naik daun karna 
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kan pengusaha laporannya bisa tiap bulan ada yang tiap tahun selain itu 
pemerintah juga perlu menawarkan tarif pajak yang lebih rendah 
Peneliti : Apakah Bapak mempunyai keluhan atau pendapat tentang tax 
amnesty yang diterapkan oleh pemerintah? 
Informan : kekurangannya ya itu sasarannya atau bentuk sosialisasinya 
belum sampai secara menyeluruh selain itu keterbatasan pegawai sehingga yang 
tau tax amnesty hanya tertentu. Kemarin mendapatkan panggilan untuk menerima 
sosialisasi pun banyak yang merasa ketakutan karena mungkin kalo dapat denda 
atau gimana padahal kan belum tahu tax amnesty itu apa. Banyak yang tidak 
datang. 
 Peneliti : saran untuk perpajakan khususnya di wilayah Boyolali apa Pak? 
Informan : ya lebih banyak petugas yang sampai tingkatan desa untuk 
meningkatkan sadar akan wajib pajak karna di Indonesia ini masih banyak yang 
belum taat pajak. 
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Lampiran 5 
Transkip Wawancara 3 
Hari & Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2017 
Waktu   : 10.00-11.00 
Lokasi   : KPP Pratama Boyolali 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Sri Budiarti (Kasi Waskon 1 KPP Pratama Boyolali) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Apakah Ibu terdaftar sebagai wajib pajak? 
Informan : ya 
Peneliti : Sudah berapa lama Bu? 
Informan : ya sejak jadi pegawai karna kan saya punya penghasilan ya sejak 
saat itu mbak 
Peneliti : Apakah Ibu pernah lalai dalam membayar atau melaporkan pajak 
Bu? 
Informan  : kalo membayar pajak kan saya sudah dipotong dari penghasilan 
saya. Kalo melapor ya belum pernah 
Peneliti : Ibu tahu kan bahwa Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 
menerapkan kebijakan tax amnesty. Sebenarnya apa tax amnesty itu Bu? 
Informan : ya itu tu intinya tax amnesty penghapusan sanksi 
Peneliti : Untuk siapa tax amnesty itu Bu? 
Informan : untuk semua wajib pajak,perorangan bisa badan juga bisa dan 
wajib pajak barupun juga bisa tapi ya tetap harus mempunyai NPWP dulu mbak. 
Peneliti : Manfaatnya apa Bu? 
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Informan : untuk wajib pajak ya banyak kan sanksinya nanti dihapus. Untuk 
2015 kebawah tidak akan diperiksa untuk wajib pajak yang sudah mengikuti tax 
amnesty 
Peneliti : Jika tidak mengikuti? 
Informan :  sebenarnya ikut atau tidak kan atas kehendak sendiri ya. Kami 
hanya menghimbu jika wajib pajak tidak ikut tax amnesty akan berlaku undang-
undang biasanya perpajakan yang 2015 kebawah akan berlaku seperti biasanya 
tapi untuk yang ikut tax amnesty aman tidak akan diperiksa, dihapus sanksinya 
dan undang- undangnya kan gak berlaku bagi mereka yang ikut tax amnesty 
Peneliti : Prosedur mengikuti tax amnesty? 
Informan : kalo yang belum ber NPWP, wajib pajak harus ber-NPWP dulu 
kalo sudah punya ya bisa langsung mengajukan ini cuma membayar uang tebusan 
dulu, mengisi formulir la di situ kelihatan uang yang harus dibayar (uang tebusan) 
itu berapa dibayar dulu dibank ya bukan di kantor pos setelah dibayar baru 
mengajukan ke kantor pajak. Tapi sebelum bayar kan biasanya ngisi formulir dulu 
biasanya dicek dulu sama petugas sudah benar belum karna kan kebanyakan wajib 
pajak kurang paham ngisinya. Mereka biasanya kesini nanya-nanya dulu atau 
konsultasi diajari secara rincinya ngisi formulirnya karna kan banyak formulirnya 
setelah sudah benar berarti ketahuan uang tembusannya, terus dibayar lalu 
mengajukan ke kantor pajak. Karna kan ini barang baru mbak aturan baru jadi 
mereka masih kebingungan karna formulirnya juga banyak yang harus diisi. 
Peneliti : tapi kebanyakan wajib pajak mengatakan bahwa tax amnesty itu 
ribet Bu? 
Informan : sebenarnya tidak ada aplikasi hanya menggunakan excel. 
Kebanyakan wajib pajak di Boyolali memang banyak yang belum bisa komputer 
jadi mungkin itu kendala karena waktu mengajukan formulirnya itu diantaranya 
harus berbentuk softcopy untuk daftar harta nya daftar hutangnya la ketika 
mengisi softcopy itu kesulitan makanya kami juga yang ngisi karna kan kadang-
kadang waktu diinput tidak kebaca kalo seperti itu kan kami yang memperbaiki. 
Cuma karateristik WP kan macam-macam mbak ada yang sudah bisa ada yang 
belum dan kalo ada kendala kami yang memperbaiki. Jadi wajib pajak itu manual 
hanya menginput data di excel 
Peneliti : Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tax amnesty apa Bu? 
Informan : pada gak paham softcopy nya terus mereka juga belum banyak 
yang tau tentang tax amnesty karna kan ini barang baru mbak aturan baru. Kalo 
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sosialisasi mungkin kebanyakan wajib pajak itu merasa kurang tapi dari kami 
melakukan semaxsimal mungkin dalam waktu yang terbatas itu karna kan 
undang-undangnya baru disahkan langsung jalan. 
Peneliti : apakah targetnya sudah terpenuhi bu terkhusus di Kabupaten 
Boyolali 
Informan : kalau target di Kabupaten Boyolali tidak ada mbak tapi animum 
masyarakat bagus mbak. Sebenarnya animum masyarakat bagus mbak tapi 
diakhir- akhir saja kalau yang diawal-awal kebanyakan mereka hanya wait and 
see. 
Peneliti : apakah wajib pajak akan tetap patuh setelah tax amnesty 
berakhir? 
Informan : ya insyaAllah patuh 
Peneliti : apakah wajib pajak yang patuh mereka tidak merasa keberatan 
adanya tax amnesty ini karna kan dalam penelitian tax amnesty ini memanjakan 
wajib pajak yang tak patuh Bu? 
Informan : ya mungkin ada kesan seperti itu tapi kan tax amnesty itu intinya 
ada harta yang belum diungkap di SPT,  itu supaya mengungkapkan di tax 
amnesty ini, mungkin ada juga yang belum dimasukkan juga mbak. Kalau wajib 
pajak patuh merasa iri atau tidak adil itu sebenarnya juga tidak benar juga 
mungkin ada wajib pajak yang patuh pun ada harta yang belum diungkap juga 
mbak. 
Peneliti : apakah Ibu menerapkan tax amnesty? 
Informan : iya 
Peneliti : kenapa Ibu menerapkan kebijakan tersebut ? 
Informan : ya yang pertama  ingin berpartisipasi untuk tax amnesty ini 
sebenarnya ya saya sudah melaporkan tapi mungkin ada sedikit yang perlu 
dilaporkan lagi 
Peneliti : Bagaimana sistem tax amnesty? 
Informan : kalo menurut saya ya mudah. Tapi tiap orang kan berbeda- beda 
bisa jadi yang lain mengatakan sulit 
Peneliti : Menurut Ibu apakah kiranya Indonesia akan menerapkan 
Kebijakan Tax amnesty lagi? 
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Informan : ya mungkin bisa mungkin tidak kalaupun iya pasti dalam kurun 
waktu yang lama tergantung pemerintah. 
Peneliti : menurut Ibu apakah wajib pajak yang patuh mendapatkan 
keuntungan dari penerapan tax amnesty ini? 
Informan : ya dapat karna kan intinya tidak akan diperiksa terus dihapuskan 
sanksinya selain itu juga tidurnya akan nyenyak. 
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak? 
Informan : menurut saya ya karena tax amnesty kemarin itu berhasil di nilai 
dari negara lain bagus. Tax amnesty di kita itu berhasil walaupun repatriasinya 
tidak sesuai yang diharapkan. Memang harapannya repatriasi akan besar 
kenyataannya malah kurang, tapi secara umum kan berhasil selain itu repatriasi itu 
hanya orang- orang tertentu saja. 
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan pendapatan 
pajak? 
Informan : ya karna dengan adanya tax amnesty ini bisa menambah dan bisa 
mencapai target 
Peneliti : apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali 
sudah maximal Bu? 
Informan : untuk waktu yang ada kita tetap berusaha memaksimalkan tetapi 
walaupun begitu mungkin banyak masyarakat yang berpendapat bahwa sosialisasi 
yang kami lakukan masih kurang karna memang waktu yang mepet. Kemarin itu 
juga sosialisasi ke PEMDA di Pendopo Boyolali yang melibatkan semua 
stakeholder.  
Peneliti : Bagaimana pemerintah menghargai wajib pajak yang patuh agar 
tetap patuh? 
Informan : ya diperlakukan dengan sebaik- baiknya mbak 
Peneliti : sarannya untuk sistem perpajakan di Indonesia khususnya di 
Wilayah Boyolali agar kedepannya lebih baik Bu? 
Informan : ya kalo sistem itu kan penting ya mungkin nantinya akan terus 
dikembangkan supaya bisa seefisien mempermudah fiscus juga mungkin tapi kan 
semua itu perlu biaya mbak gak terus langsung ada gitu aja. Orang kalo 
mengadakan sistem kan biayanya tinggi jadi gak bisa langsung ada . Dulu kan e-
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filling gak ada sekarang ada itu kan juga memudahkan wajib pajak. Tapi untuk 
mengadakan butuh dana butuh macam-macam tapi kami terus berbenah mbak  
Peneliti : untuk fiscusnya kemarin ada yang bilang bahwa fiscus itu 
tugasnya double apakah fiscusnya kurang atau bagaimana buk? 
Informan : karna begini mbak tax amnesty itu kan 9 bulan nah ketika maret 
sama april waktunya SPT tahunan la itu doubel mbak makanya kami agak 
krowdid mbak untuk 2 event besar waktunya sama sementara pegawainya hanya 
segini makanya kan harus dibagi to mbak makanya krowdidnya disitu mbak. 
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Lampiran 6 
Transkip Wawancara 4 
Hari & Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2017 
Waktu   : 11.10-13.20 
Lokasi   : KPP Pratama Boyolali 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Agus Panamahika (Account Representative KPP Pratama 
Boyolali) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Apakah Bapak terdaftar sebagai wajib pajak? 
Informan : ya 
Peneliti : Sudah berapa lama pak? 
Informan : ya tahun 2010 
Peneliti : Apakah Bapak pernah lalai dalam membayar atau melaporkan 
pajak? 
Informan  : belum pernah soalnya kalo dikantor itu pasti ada yang 
mengingatkan 
Peneliti : Bapak tahu kan bahwa Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 
menerapkan kebijakan tax amnesty. Sebenarnya apa tax amnesty itu pak? 
Informan : Tax Amnesty itu merupakan fasilitas yang diberikan wajib pajak 
yang merasa belum mengungkapkan seluruh kewajiban perpajakannya, bisa tidak 
melaporkan penagihannya atau tidak melaporkan hartanya sesuai kondisi yang 
sebenarnya 
Peneliti : Untuk siapa pak tax amnesty itu? 
Informan : Untuk semua wajib pajak yang memiliki NPWP dan memiliki 
kewajiban laporan SPT tahunan  
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Peneliti : manfaat atau keuntungannya pak? 
Informan : Yang jelas pertama semua kewajiban pada 2015 kebawah kalo 
ada yang belum ditagih, tidak bisa ditagih karna sudah diampuni, kalo ada 
tunggakan itu yang dibayar hanya pokoknya saja jadikan ketika ada tagihan dari 
KPP nanti sanksinya gak usah dibayar hanya membayar pokoknya saja 
Kalo untuk fiscusnya sebenarnya malah banyak ruginya misalnya wajib pajak 
mau mengikuti tax amnesty ada potensi yang mau di bayar besar tapi wajib pajak 
hanya mengungkapkan harta yang kecil, nanti potensi yang banyak itu hilang, kan 
rugi mbak. Yang paling terlihat itu kalo untuk tax amnesty kan mesti ada uang 
tembusan atau fresh money walaupun uangnya itu gak sebanding jika 
dibandingkan dengan potensi yang sebenarnya. Jadi hanya dapat uang fresh 
money itu saja. 
Peneliti : jika tidak mengikuti tax amnesty gimana pak? 
Informan : kalo tidak mengikuti tax amnesty nanti ketika ditemukan data 
bahwa ada harta yang belum dilaporkan, itu nanti dianggap sebagai penghasilan 
dan dihitung pajaknya plus sanksi berupa denda. Baik yang mengikuti amnesty 
ataupun tidak. Jadi ikut tax amnesty tapi yang diungkapkan belum semuanya la 
nanti yang belum terungkap itu dianggap penghasilan, dikenakan PPH plus sanksi 
20% 
Peneliti : untuk prosedurnya seperti apa pak? 
Informan : yang pertama wajib pajak harus lapor dulu terutama ditahun 2016 
setelah lapor nanti mengisi formulir SPH . SPH itu Surat Pengakuan Harta nanti 
ada formulir induk ada formulir lampiran A-E harus diisi semua. Nanti isinya 
rincian harta yang mau diikutkan tax amnesty bentuknya Excel (softcopy) yang 
dikumpulkan dikasih materai dan surat pernyataan- pernyataannya tergantung 
kondisi yang dikumpulkan fisiknya dan softcopy nanti diload di aplikasi setelah 
itu mendapatkan tanda trima sementara dari KPP kalo surat keterangan 
pengampunannya dikirim dari Kanwil kurang lebih 10 hari bahkan bisa lebih 
karna ini kan jateng II kanwil 1 KPP nya ada 12 dan itu yang menerbitkan hanya 1 
kanwil, tanggalnya gak telat cuma ngirimnya kadang tertunda. Nah kalo sudah 
mendapat surat pengampunan baru diampuni trus bisa dimulai dari awal. Wajib 
pajak diberi kesempatan 3x untuk menyampaikan SPH jadi kalo pengajuan 
pertama kan kecer bisa menyampaikan lagi sampai 3x. Jika sudah 3x sudah tidak 
bisa mengajukan lagi 
Peneliti : Masalah yang dihadapi selama tax amnesty? 
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Informan : awal2 itu masalah yang paling sering sistemnya gak bisa di load 
dan itu karna hal sepele saja gak mau jadi perlu belajar bagaimana caranya biar 
bisa diload atau bisa dibaca oleh aplikasi terus banyak juga wajib pajak yang tidak 
tahu tentang tax amnesty karna waktunya mepet Undang-Undang nya saja Mei 
baru keluar Juli sudah mulai jadi waktu persiapan 2 bulan gak bisa maximal. 
Peneliti : kalo sehabis tax amnesty itu yang mengikuti tax amnesty apakah 
akan terus diawasi pak? 
Informan : yang jelas data yang kemarin dimasukan oleh wajib pajak 
nantikan dijadikan sebagai database baru, nanti akan ada aturan lanjutan untuk 
mengecek kebenaran. Nilai hartanya kan yang ngisi oleh wajib pajak sendiri 
sesuai yang diinginkan bisa dikecilkan, la nanti bisa dicek kebenarnannya 
mungkin ada standarisasi jika dirasa belum pas nanti bisa ditagih tapi sampai 
sekarang belum keluar peraturannya 
Peneliti : apakah wajib pajak yang mengikuti tax amnesty akan tetap patuh 
setelah tax amnesty berakhir? 
Informan : wah kalo itu sebenarnya tidak ada jaminan karna wajib pajak kan 
sebenarnya kalo suruh bayar dalam hatinya pasti gak rela tapi kemarin ada 
efeknya sih walaupun gak siknifikan. Ada juga yang mungkin akan menunggu tax 
amnesty selanjutnya karna karateristik orang kan macam- macam ada juga yang 
ingin patuh mulai sekarang karna sudah diampuni. 
Peneliti : apakah ada wacana akan ada tax amnesty lagi pak? 
Informan : ya belum 
Peneliti : apakah bapak sendiri menerapkan tax amnesty? 
Informan : gak no saya sudah tertib kan amnesty bagi yang belum 
melaporkan seluruh kekayaannya atau yang sama sekali belum melaporkan, tapi 
sebenarnya untuk wajib pajak besar itu amnesty bisa dijadikan keuntungan 
tersendiri bukan untuk menghindari pajak tapi mengecilkan pajak, sayangnya 
banyak yang tidak tahu. Contoh tarif tax amnesty kan lebih kecil dibandingkan 
dengan tarif sesungguhnya jika tidak ada amnesty. 
Peneliti : Kalo sistem tax amnesty itu gimana pak? 
Informan : kalo dari segi wajib pajak kebanyakan kesulitan karena yang 
diisikan itu banyak dan ribet jadi kebanyakan wajib pajak itu pakai konsultan atau 
bayar orang suruh membuatkan jadi terima beres. 
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Peneliti : apakah wajib pajak yang patuh mendapatkan keuntungan dari 
penerapan tax amnesty ini? 
Informan : kalo yang patuh malah tidak berpengaruh karna tax amnesty itu 
kan ditujukan bagi wajib pajak yang belum patuh 
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak? 
Informan : ya, jadi kalo orang sudah merasa diampuni mereka akan patuh.  
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan menambah penerimaan 
pajak? 
Informan : kalo dari segi kerutinan sebenarnya itu tidak terlalu ngefek mbak 
karna itu kan hanya harta yang belum terungkap 
Peneliti : apakah sosialisasi yang dilakukan KPP Pratama sudah maximal? 
Informan : disini bagus mbak karna menggandengi perangkat desa, jadi 
disana kira- kira yang punya harta banyak itu dikasih surat  
Peneliti : sarannya untuk perpajakan? 
Informan : kalo menurut saya kebanyakan aplikasi jadi malah bingung ada 
ini ada itu, sebenarnya bagus sih, yang ini buat data mentah yang ini buat ngolah 
yang ini data wajib pajak tapi kenapa gak ada 1 sistem yang terintegrasi. Kalo 
wajib pajak yang jelas intinya sadar  gak perlu dikejar-kejar itu sangat penting. 
Kalo pegawainya kpp kebanyakan karna dari internal ada survey tentang 
komposisi pegawai dibandingkan kerjanya disini tingkat 1. tapi kalo untuk 
sosialisasi keseluruh penjuru masyarakat itu masih kurang karna misalnya saya ya 
1 orang menangani 2 kecamatan musuk sama ampel ada yang 3 dan untuk 
mengumpulkan wajib pajak itu gak mudah yang diundang 100 yang datang hanya 
setengahnya saja. 
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Lampiran 7 
Transkip Wawancara 5 
Hari & Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2017 
Waktu   : 17.15- 18.10 
Lokasi   : Warung Makan Pak Budi 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Budi Taryono ( Pedagang ) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Apakah Bapak terdaftar sebagai wajib pajak? 
Informan : Iya 
Peneliti : Sudah berapa lama Pak? 
Informan : sejak lebaran tahun 2016 sekitar bulan Juli 2016 
Peneliti : Menurut Bapak apakah menjadi wajib pajak yang patuh itu 
merupakan sebuah keuntungan Pak? 
Informan : sebagai warga negara yang baik ya untung, kalau usahanya 
berjalan dengan baik ya untung kalo usahanya macet ya berat. 
Peneliti : memangnya kalau macet itu juga harus bayar pajak Pak? 
Informan : mestinya juga dibantu 
Peneliti : dibantu bagaimana Pak? 
Informan : maksudnya ya mungkin ada pemutihan atau apa gitu, kemarin itu 
pinjem 60jt harus pakai NPWP tiap bulan harus bayar 60rb padahal ternyata 
uangnya dipakai untuk usaha ternyata gagal total sampe sekarang untuk 
pinjamannya juga belum lunas usahanya sudah total ternyata juga masih harus 
bayar pajak walaupun utangnya belum terbayar dan suatu saat pasti akan ada 
tagihan 
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Peneliti : loh Pak dari KPP kan hanya bertugas menarik pajak Pak, kalo 
untuk utangnya kan itu urusannya bank Pak 
Informan : bukan, dari NPWPnya jadi harus bayar 60rb kalo dari banknya 
kan sudah tertera sendiri kalo punya utang di atas 50jt harus punya NPWP terus 
penghitungan tahun perpajakan harus disesuaikan penghasilan untuk menutup 
utang itu terhitung sekitar 60rb perbulan tapi karna pertama kali bayarnya agak 
trouble aku akhirnya sampe sekarang gak bayar. 
Peneliti : kenapa tidak melaporkan harta yang ada sampai saat ini saja Pak? 
Informan : belum sempet alias males 
Peneliti : Apakah Bapak pernah lalai dalam membayar atau melaporkan 
pajak Pak? 
Informan  : ya,karna usahanya gak jalan jadi cara orang jawa mikirnya 
usahanya saja udah gagal total malah masih suruh bayar pajak. Mau membayar ke 
kantor pos pertama kali itu mustinya tinggal bayar tapi katanya kok suruh ke 
kantor pajak lagi saya jadi pusing harusnya tinggal bayar tapi kok suruh kesana 
lagi suruh kesana lagi ya akhirnya malas. Kalo laporan belum pernah melaporkan 
karna belum ada 1 tahun belum sempat kesana lagi. 
Peneliti : Pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tax 
amnesty. Apakah Bapak menerapkan kebijakan tersebut Pak? 
Informan : ya,karena terpaksa harus lapor karena persyaratan pinjam bank 
harus pake NPWP 
Peneliti : bagaimana sistem pelaksanaan tax amnesty nya Pak? 
Informan : wah susah juga jelasinnya. Masalahnya kan tau-tau masuk gitu 
aja kita cari utangan harus punya NPWP akhirnya ikut disitu harus melaporkan 
segala penghasilannya. Kalo gak mungkin gak tau juga 
Penelitian : La yang ngerjain tax amnesty kemarin siapa Pak? 
Informan : wah lupa saya, ya orang lain yang ngerjain kan kita ditanya-tanya 
dikantor kita jawab apa adanya, kita jawab rendah secara rumus tidak masuk 
jadilah penghasilan umum saya jadi tertera 60rb perbulan. Lembarannya banyak 
mbak 
Peneliti : Menurut Bapak apakah kiranya Indonesia akan menerapkan 
Kebijakan Tax amnesty lagi? 
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Informan : ya karna masih banyak wajib pajak yang belum patuh pajak 
Peneliti : menurut Bapak apakah wajib pajak yang patuh mendapatkan 
keuntungan dari penerapan tax amnesty ini? 
Informan : kalo pajak itu kan kembalinya ke masyarakat kalo semua wajib 
pajak patuh ya seluruh masyarakat diuntungkan baik yang patuh maupun tidak 
karna kan masuknya ke negara kembalinya ke masyarakat seharusnya kan gitu 
biasanya wajib pajak yang patuh itu membayar pajak untuk pembangunan. 
Akhirnya wajib pajak yang tidak patuh pun juga menikmati pembangunan. Jadi 
untungnya ya di kemajuan pembangunan. 
 Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak? 
Informan : ya, karna dimulai dari nol lagi selain itu kebijakan ini kan lebih 
irit karna diampuni 
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan pendapatan 
pajak? 
Informan : tidak karna ya tidak berpengaruh apa- apa terhadap pekerjaan 
saya 
Peneliti : apakah wajib pajak akan tetap patuh setelah tax amnesty 
berakhir? 
Informan : ya InsyaAllah patuh. Tapi yang lazim selama bisa menghindar 
biasanya ya menghindar. Kebanyakan seperti itu. 
Peneliti : apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali 
sudah maximal Pak? 
Informan : belum,karena saya sendiri sebagai wajib pajak yang dapat 
kesempatan masuk ke amnesty secara langsung belum pernah dapat 
pecerahaan/sosialisasi dari Kantor Pajak Pratama Boyolali jadinya taunya waktu 
cari utangan harus cari NPWP terus masuk amnesty gitu aja 
Peneliti : Bagaimana pemerintah menghargai wajib pajak yang patuh agar 
tetap patuh? 
Informan : saya kira tidak perlu memberi penghargaan yang perlu itu 
dipermudah saja jangan wajib pajak dipersulit. Kalo boleh berkata dari hati 
sekarang pajak kendaraan bermotor saja yang waktunya sudah lama lagi dari yang 
kemarin- kemarin kan hampir sama to sama-sama penerimaan negara  
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Peneliti : Apakah Bapak mempunyai keluhan atau pendapat tentang tax 
amnesty yang diterapkan oleh pemerintah? 
Informan : gak ada mbak orang cuma ngikut aja 
Peneliti : saran untuk perpajakan khususnya di wilayah Boyolali apa Pak? 
Informan : penyuluhan harusnya sampai ke tingkat bawah. Saya kira yang 
tau tax amnesty hanya inteleg- inteleg aja kalo orang- orang kecil atau warung 
kecil tidak tau. Ya kalo pegawainya mungkin harus ditambah atau gimana. 
Namanya orang suruh antri sampai 1jam kira-kira ya intinya kurang puas ya 
disitu. Kalo orang kan maunya cepet- cepet kita cuma mau bayar pajak saja kok 
lama-lama. Saya kira lebih cepat lebih baik wajib pajak kan juga seneng 
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Lampiran 8 
Transkip Wawancara 6 
Hari & Tanggal : Rabu, 9 Agustus 2017 
Waktu   : 18.10- 18.45 
Lokasi   : Rumah Bp. Mulyanto 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Mulyanto ( Satpol PP Pemda Boyolali) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Apakah Bapak terdaftar sebagai wajib pajak? 
Informan : Iya 
Peneliti : Sudah berapa lama Pak? 
Informan : sejak tahun 2008 
Peneliti : Apakah Bapak pernah lalai dalam membayar atau melaporkan 
pajak Pak? 
Informan  : Tidak 
Peneliti : Bapak tahu kan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia 
menerapkan kebijakan tax amnesty khususnya wilayah Boyolali juga menerapkan 
kebijakan tersebut. Apakah Bapak menerapkan kebijakan tersebut Pak? 
Informan : kebetulan karna saya posisi PNS jadi tidak menerapkan karna 
secara aturan sudah dipotong sesuai aturan negara 
Peneliti : Menurut Bapak apakah kiranya Indonesia akan menerapkan 
Kebijakan Tax amnesty lagi? 
Informan : saya kira itu lebih baik artinya kebijakan itu masih bisa 
diterapkan lagi untuk tahun- tahun berikutnya 
Peneliti : menurut Bapak apakah wajib pajak yang patuh mendapatkan 
keuntungan dari penerapan tax amnesty? 
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Informan : saya kira tidak ada pengaruhnya, dengan kita patuh pajak kita kan 
sudah memenuhi ketentuan yang ada tidak perlu kita mencari-cari hal-hal yang 
kaitannya dengan pajak untuk direkayasa dan sebagainya. 
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak? 
Informan : ya, karena dengan adanya tax amnesty khususnya untuk wajib 
pajak besar menjadi sebuah keringanan ketika program tax amnesty dijalankan 
pembayaran pajak yang terhutang atau karna kelalaian pada tahun- tahun 
sebelumnya diampuni sehingga menjadi wajib pajak yang tertib. Jadi  wajib pajak 
menghitung pajak ulang mungkin 2 tahun atau 3 tahun yang sudah berlalu 
dihitung kembali kan bisa terpenuhi. Kemarin kemungkinan wajib pajak 
melaporkan laporan yang fiktif sekarang menjadi laporan yang riil 
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan pendapatan 
pajak? 
Informan : ya otomatis karna pajak yang hilang tahun kemarin- kemarin bisa 
masuk pada tahun ini. Karna pajaknya kan tetap dibayar hanya denda dan 
sanksinya yang dihapuskan. Contoh kalo kemarin sebenarnya kita bayar pajak 10 
juta kita baru bayar 7 juta otomatis kan kita masih kurang 3 juta nah 3 juta ini 
tidak dipungut dendanya, pokoknya kan tetap harus dibayar. 
Peneliti : apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali 
sudah maximal Pak? 
Informan : nah ini belum, belum sampai hal yang detail bagaimana cara atau 
mekanisme cara menghitung samapi bagaimana kita menebus pajaknya. Baru 
kalangan tertentu artinya masyarakat itu khususnya masyarakat umum banyak 
yang belum tahu 
Peneliti : Bagaimana pemerintah menghargai wajib pajak yang patuh agar 
tetap patuh? 
Informan : itu juga perlu diberikan reward atau penghargaan bisa berupa 
apapun mungkin ada semacam sertifikat atau sokor-sokor ada imbalan artinya 
imbalan dari pajak yang telah dibayarkan itu diberikan fasilitas apa gitu baik 
wajib pajak perorangan, Perusahaan maupun Badan usaha lainnya  
Peneliti : Apakah Bapak mempunyai keluhan atau pendapat tentang tax 
amnesty yang diterapkan oleh pemerintah? 
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Informan : kalo saya pribadi yang sudah pernah mengikuti sosialisasi itu 
tidak ada keluhan. 
Peneliti : saran untuk perpajakan khususnya di wilayah Boyolali apa Pak? 
Informan : ini yang perlu dilakukan adalah perlu adanya petugas pajak dari 
kantor pajak atau KPP untuk lebih dekat kepada wajib pajak artinya dalam 
memberikan pendampingan atau sosialisasi dan sebagainya. Selama ini kan 
diberlakukan perhitungan sendiri atau self assessment nah orang kan kalo suruh 
menghitung pajaknya sendiri kan tidak tahu caranya.ini pajak perusahaan saya 
seperti ini bagaimana menghitung pajak PPH pasal 21 atau pajak penghasilan 
bagaimana caranya menghitung PPN kadang kesulitan. Hal hal seperti itu 
memang banyak dikeluhkan oleh beberapa apalagi yang pengusaha2 yang baru 
mulai tumbuh. Perlu pendampingan atau sosialisasi dari kantor pajak tidak hanya 
dibiarkan seperti saat ini hanya kantor pajak memerintahkan untuk melakukan 
pelaporan pajak  1 tahun vianya adalah via email atau website nah ketika mau 
mengisi via website ini kan kesulitan loh yang mau diisikan itu mana, ini mana 
aja, itungannya bagaimana nah ini kan yang belum sampai secara detail 
disampaikan kepada wajib pajak. 
Peneliti : Apakah Official Assessment itu perlu diterapkan lagi Pak? 
Informan : ya jelas, pendampingan terhadap wajib pajak didalam mengisi 
atau menghitung pajak itu sangat perlu sehingga mereka tau persis cara 
menghitung pajak penghasilan bagaimana cara menghitung pajak perusahaan saya 
bagaimana 
Peneliti : tapi tidak singkron Pak wajib pajaknya kan banyak sedangkan 
pegawainya hanya sedikit? 
Informan : makanya kan begini, salah satu sistem dalam sistem perpajakan 
ada begitu besar intensif yang diberikan kepada teman- teman petugas pajak KPP 
tetapi pendampingannya hanya dilakukan dikantor wajib pajak suruh datang ke 
kantor. ketika seorang dari perusahaan atau pengusaha yang disana tingkat 
kesibukannya tinggi suruh datang kesitu disitu suruh antri berjam- jam untuk 
konsultasi menghabiskan waktu untuk usaha. Oleh karna itu petugas pajaknya 
juga harus ditambah. 
Peneliti : Tapi kan ada pihak ke 3 yang bisa melaporkan pajak Pak? 
Informan : pihak ke 3 kan tidak selamanya bisa, apalagi kalo pihak ketiga di 
dalam perusahaan mestikan pengennya perusahaan kena pajak yang kecil 
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walaupun sebenarnya potensi pajaknya besar tapikan oleh pihak ketiga dikecilkan. 
Banyak kasus di Indonesia seperti itu 
Hal itu juga sangat berbahaya ketika nanti petugas pajak melalukan 
penyimpangan contoh nyatanya Gayus. Gayus itu kan seorang estimer pajak di 
kantor pajak jadi ketika ada perusahaan-perusahaan besar konsultasi kesana dia 
yang fasilitasi kemudian dia memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan 
pribadinya. Dia dapat fee dari perusahaan sekian sekian sekian dengan 
menghitungkan pajaknya atau meringankan pajaknya dsb. 
Oleh karna itu memang diperlukan juga pertugas pajak yang betul betul punya 
kinerja yang baik  
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Lampiran 9 
Transkip Wawancara 7 
Hari & Tanggal : Rabu, 21 Agustus 2017 
Waktu   : 16.10 - 16.40 
Lokasi   : Rumah Bp. Hadi Putranto 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Hadi Putranto ( Kasif Mutu PT. Teras Adhi Karisma) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Apakah Bapak terdaftar sebagai wajib pajak? 
Informan : Iya 
Peneliti : Sudah berapa lama Pak? 
Informan : sejak tahun 2008 
Peneliti : Apakah Bapak pernah lalai dalam membayar atau melaporkan 
pajak Pak? 
Informan  : Tidak pernah karna kan ikut perusahaan selalu tertib jadi sebelum 
tangal 31 maret sudah pasti keluar SPT nya 
Peneliti : Bapak tahu kan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia 
menerapkan kebijakan tax amnesty khususnya wilayah Boyolali juga menerapkan 
kebijakan tersebut. Apakah Bapak menerapkan kebijakan tersebut Pak? 
Informan : saya tidak, kebetulan dari perusahaan mungkin gajinya kurang 
besar maka belum diikutkan disarankan atau dianjurkan untuk tax amnesty tapi 
kalo PNS seberapun penghasilannya pasti 
Peneliti : Menurut  Bapak apakah kiranya Indonesia akan menerapkan 
Kebijakan Tax amnesty lagi? 
Informan : Pasti karena sebetulnya tax amnesty yang pertama tak lihat itu 
yang disasar itu wajib pajak yang nakal orang-orang yang punya penghasilan 
tinggi. Istilahnya kan tax amnesty gini kamu lapor saya ampuni gitu kan untuk 
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menarik lah berikutnya kan pasti ada orang-orang kaya baru yang mungkin tidak 
tertib dalam pajak tapi mungkin tidak dalam 5 tahun ini. 
Peneliti : menurut Bapak apakah wajib pajak yang patuh mendapatkan 
keuntungan dari penerapan tax amnesty? 
Informan : selama dilihat diberita pembangunannya dimana- mana terlaksana 
ya ikut senang karna kurang lebih kan pembangunan dimana mana dari pajak.  
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak? 
Informan : ya, karena dapat ampunan dulu. Karna kan beberapa tahun 
sebelumnya kan dia nunggak pajak sekian “oke saya ampuni dulu yang penting 
kamu lapor dulu trus bayar” pasti kan daya tariknya bagus. Selain itu kan tiap 
tahun ada audit tahun ini kan dia ikut audit tahun depan kan kurang lebih hartanya 
sekitar segitu dia gak bisa membohongi.  
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan pendapatan 
pajak? 
Informan :  ya, sekarang gak tapi untuk tahun-tahun ke depan ya karna kan 
sebelumnya bukan wajib pajak yang tertib trus tahun ini mengikuti tax amnesty 
berarti kan tahun depan jadi wajib pajak yang tertib dengan terpaksa karna kan 
sudah ada datanya. Tahun ini mungkin gak untuk tahun depan iya 
Peneliti : apakah wajib pajak akan tetap patuh setelah kebijakan tax 
amnesty berakhir? 
Informan : ya tetap patuh, walaupun dengan terpaksa karna ada catatannya. 
Mau gak mau ya harus bayar pajak 
Peneliti : apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali 
sudah maximal Pak? 
Informan : wah gak bisa ngomong ya saya. Saya gak ikut soalnya cuman 
mungkin beberapa orang contohnya aparatur negara mayoritas sudah. Di 
perusahaan sebenarnya kemarin juga dapat undangan tapi ngepasi saya masuk 
pagi jadi gak ikut mungkin staf-staf didepan seperti logistik 
Peneliti : Bagaimana pemerintah menghargai wajib pajak yang patuh agar 
tetap patuh? 
Informan : saya gak butuh penghargaan yang penting korupsi gak merajalela. 
Yang penting pegawai pajak tidak korupsi itu sudah cukup. 
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Peneliti : Apakah Bapak mempunyai keluhan atau pendapat tentang tax 
amnesty yang diterapkan oleh pemerintah? 
Informan : gak ada 
Peneliti : saran untuk perpajakan khususnya di wilayah Boyolali apa Pak? 
Informan : cukup baik masalah efilling pun juga sudah baik pelayanannya di 
kantor juga oke. 
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Lampiran 10 
Transkip Wawancara 8 
Hari & Tanggal : Kamis, 31 Agustus 2017 
Waktu   : 17.10 - 17.35 
Lokasi   : Rumah Bp. Teguh Mulyono 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Teguh Wiyono (Guru SMA N 1 Teras) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Apakah Bapak terdaftar sebagai wajib pajak? 
Informan : Iya 
Peneliti : Sudah berapa lama Pak? 
Informan : sejak jadi PNS, saya diangkat tahun 1984 kalo masalah pajak 
tahun 2000an 
Peneliti : Apakah Bapak pernah lalai dalam membayar atau melaporkan 
pajak pak? 
Informan  : insyaAllah tidak karna sudah dipotong langsung kalo melaporkan 
kan kolektif 
Peneliti : Bapak tahu kan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia 
menerapkan kebijakan tax amnesty khususnya wilayah Boyolali juga menerapkan 
kebijakan tersebut. Apakah bapak menerapkan kebijakan tersebut pak? 
Informan : wah tidak tahu mbak, terus terang saya sendiri tidak paham 
tentang perpajakan mbak 
Peneliti : Menurut Bapak apakah kiranya Indonesia akan menerapkan 
Kebijakan Tax amnesty lagi? 
Informan : tidak tahu 
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Peneliti : menurut bapak apakah wajib pajak yang patuh mendapatkan 
keuntungan dari penerapan tax amnesty? 
Informan : tidak tahu  
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak? 
Informan : tidak tahu  
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan pendapatan 
pajak? 
Informan :  tidak tahu 
Peneliti : apakah wajib pajak akan tetap patuh setelah kebijakan tax 
amnesty berakhir? 
Informan : tidak tahu 
Peneliti : apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali 
sudah maximal pak? 
Informan : tidak tahu karena memang saya sendiri belum pernah 
mendapatkan sosialisasi tersebut. 
Peneliti : saran untuk perpajakan khususnya di wilayah Boyolali apa pak? 
Informan : menurut saya sangat setuju dengan perpajakan di Boyolali ini 
karena pembangunan yang  pesat karena benar benar dari rakyat untuk rakyat, 
selama saya bekerja 33 tahun baru kali ini saya merasakan bener- bener pajak 
untuk rakyat, kalo dulu- dulu kan kan tidak. 
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Lampiran 11 
Transkip Wawancara 9 
Hari & Tanggal : Kamis, 2 September 2017 
Waktu   : 17.10 – 18.05 
Lokasi   : Pos Kampling Dk. Kweni 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Rajimin (Kabid Perencanaan & Diklit Bank di RSJD 
Surakarta) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Apakah Bapak terdaftar sebagai wajib pajak? 
Informan : Iya 
Peneliti : Sudah berapa lama Pak? 
Informan : sejak tahun 1989 
Peneliti : Apakah Bapak pernah lalai dalam membayar atau melaporkan 
pajak Pak? 
Informan  : Alhamdulillah tidak 
Peneliti : Bapak tahu kan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia 
menerapkan kebijakan tax amnesty khususnya wilayah Boyolali juga menerapkan 
kebijakan tersebut. Apakah Bapak menerapkan kebijakan tersebut Pak? 
Informan : ya menerapkan, orang saya bayarnya saja mahal, tau- tau dapat 
surat tagihan, satu hal kita kan tidak tahu bahwa aset tidak bergerak itu kena tax 
amnesty, ya kita diam- diam saja karena memang beli tanah uangnya hasil 
utangan kok, saya anggap kan impas gak bayar pajak ternyata masih punya 
tanggungjawab ikut tax amnesty itu, tapi dengan adanya tax amnesty itu kita 
diperringan atas beban itu. Tapi tidak sengaja karena memang kita tidak tahu. 
Karna tau- tau dapat panggilan atas laporan dari akte notaris manakala 
mendaftarkan saat kita membeli aset tersebut. 
Peneliti : untuk sistem tax amnesty-nya bagaimana Pak? 
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Informan : sangat mudah, saya begitu sampe diKPP sesuai surat panggilan 
yang saya terima oleh petugas terus saya diarahkan, dihitungkan,  sampai kita 
suruh menentukan besaran daripada itu sendiri, terus akhirnya dihitungkan bla bla 
bla udah selesai. Jadi sangat simpel dan mudah terus cepat. 
Peneliti : tapi banyak yang mengatakan susah Pak? 
Informan :  ya susahnya itu saya garis bawahi itu pada dasarnya tax amnesty 
orang–orang masih banyak yang bingung, banyak yang awam. Kalo tingkat 
pengetahuannya sesuai dengan kapasitasnya tidak susah mbak, dan disitu dilayani 
yang tidak tahu dikasih tahu, saya pikir kalo menyatakan susah itu sesuatu hal 
yang tidak pas karena betul betul welcome bener petugas pajak itu saya bukan 
memuji tapi mudah- mudahan sesuai dengan ketepatan itu danyanya jangan dicuri 
gitu saja. 
Peneliti : Menurut Bapak apakah kiranya Indonesia akan menerapkan 
Kebijakan Tax amnesty lagi? 
Informan : itu saya pikir masih sangat dibutuhkan karena masih banyaknya 
pengemplang- pengemplang pajak dimana-mana khususnya orang- orang kaya. 
Loh ini saya ngomong bukan dasar ngawur lo ya, tapi dasar analisa secara 
sporadis. Orang sekian ratus juta yang bayar hanya berapa,hanya berapa 
persennya? kalo bisa sampai tuntas. 
Peneliti : menurut Bapak apakah wajib pajak yang patuh mendapatkan 
keuntungan dari penerapan tax amnesty? 
Informan : kalo sependapat saya dan sepengetahuan saya malah mendukung 
mbak karena kan sama- sama menikmati. 
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak? 
Informan : InsyaAllah iya karena otomatis mau tidak mau orang didesak 
orang dipaksa otomatis data itu akan terekam didatabase pajak jadi yang 
mengemplang atau tidak mengemplang ketahuan. 
Peneliti : apakah kebijakan tax amnesty ini akan meningkatkan pendapatan 
pajak? 
Informan :  ya secara otomatis mendongkrak penerimaan pajak 
Peneliti : apakah wajib pajak akan tetap patuh setelah kebijakan tax 
amnesty berakhir? 
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Informan : insyaAllah orang- orang Indonesia itu adalah orang yang legowo 
ya, insyaAllah akan patuh 
Peneliti : apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali 
sudah maximal Pak? 
Informan : Kalo maksimal kayaknya belum, perlu diupayakan lebih optimal 
lagi kalo perlu jemput bola yang efektif. 
Peneliti : Bagaimana pemerintah menghargai wajib pajak yang patuh agar 
tetap patuh? 
Informan : diberikan reward lah ya, kalo perorangan kan gak mungkin, beda 
melalui jalur desa, lewat dana desa, contoh wajib pajaknya banyak didesa itu 
dikasih dana desa yang lebih banyak, jadi semakin disiplin dan banyaknya wajib 
pajak didesa itu nanti kembalinya reward semakin besarnya anggaran yang 
diberikan ke desa kayak model PBB itu loh. 
Peneliti : Apakah Bapak mempunyai keluhan atau pendapat tentang tax 
amnesty yang diterapkan oleh pemerintah? 
Informan : ya terkejut saja mbak karena kan tidak pernah merasa 
mendapatkan hal itu, atau sesuatu yang baru. 
Peneliti : saran untuk perpajakan khususnya di wilayah Boyolali apa Pak? 
Informan : petugas saya pikir sudah bagus namun perlu dioptimalkan lagi 
SDM nya kalo perlu adanya mitra- mitra tiap kelurahan. Untuk mengingatkan dan 
mendorong agar mereka secepatnya membayar dan melaporkan pajaknya. Kayak 
Pak kadus- kadus itu loh yang menagih PBB, kalo tidak membayar dikejar- kejar 
terus. 
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Lampiran 12 
Transkip Wawancara 10 
Hari & Tanggal : Jumat, 17 November 2017 
Waktu   : 12.45- 13.10 
Lokasi   : RM. Win- Win Pengging 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Ngadiyanto (Pengelola CV. Win Win) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Apakah usaha terdaftar sebagai wajib pajak pak? 
Informan : Iya 
Peneliti : Sudah berapa lama Pak? 
Informan : sekitar hampir 10 tahunan  
Peneliti : Apakah Bapak pernah lalai dalam membayar atau melaporkan 
pajak Pak? 
Informan  : tidak 
Peneliti : Bapak tahu kan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia 
menerapkan kebijakan tax amnesty khususnya wilayah Boyolali juga menerapkan 
kebijakan tersebut. Apakah Bapak mengetahui hal tersebut? 
Informan : ya mengetahui 
Peneliti : apakah bapak menerapkan kebijakan tersebut? 
Informan : menerapkan cuman didalam proyeknya bukan diperusahaannya 
ini jadi kan saya memegang 2, jadi diproyek itu dibekukan, kalo proyek itu tidak 
jalan maka tetap bayar terus jadi kita bekukan dan alkhamdulillah ada tax amnesty 
jadi kita untung 
Peneliti : proyeknya apa pak? 
Informan : ya bangunan jalan CV. Win win gitu 
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Peneliti : kenapa dibekukan pak? 
Informan : dikarenakan tidak ada yang megang dalam arti itu melaksanakan 
dalam pekerjaan proyek 
Peneliti : jadi bapak mengikuti tax amnesty ini karena ingin diaktifkan 
kembali ya pak? 
Informan : iya,  
Peneliti : prosedur penerapan tax amnesty bisa dijelaskan pak? 
Informan : wah kalau itu saya tidak tahu ya karna sudah saya serahkan ke 
teman saya, saya tinggal ke KPP tandatangan tandatangan selesai. 
Peneliti :bagaimana menyikapi adanya kebijakan tax amnesty ini pak? 
Informan : ya saya sangat antusias sekali karna menurut saya ini sangat 
menguntungkan apalagi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti aturan pemerintah 
saya umpamakan saya ya seorang pengusaha kan untuk mengindari pajak kan 
kalo bisa kan pendapatan banyak pajaknya sedikit orang kalo gitu kan biasanya 
dia nunggu kayak gini jadi punya keuntungan seharusnya membayar 20jt karna 
adanya tax amnesty ini tidak jadi bayar 20jt 
Peneliti : tapi kan tidak setiap tahun ada kebijakan seperti ini pak? 
Informan : ya makanya kalo orang berfikiran panjang dia sangat beruntung 
pasti itu ada banyak wiraswasta menghindari dikarnakan orang berwiraswasta 
grafiknya gak selalu naik contoh saya sendiri grafinya naik turun. Tapi saya 
menyikapi kayak gitu bukan saya sendiri saya kadang tanya sama dekerturnya 
kusuma adi, terus yang punya KIKI, terus batik solo Danar Adi saya kenal terus 
yang punya batik solo yang bukan terkenal di matahari solo saya kenal semua. 
Jadi kalo mereka kesini seolah- olah saya tidak cuman menawarkan makanan tapi 
saya sikapi dengan mempertanyakan bagaimana kondisinya. Jadi kita tuker ilmu 
dan saya bandingkan. 
Peneliti  : apakah wajib pajak yang patuh mendapatkan keuntungan dari 
penerapan tax amnesty ini pak? 
Informan : kalo itu ya tinggal orangnya contoh saya ibaratkan kamu tidak 
punya sim ketemu polisi, pasti sudah tratap kan padahal polisi itu cuma parkir tapi 
kalo kamu punya tak masalah yang penting selamat dijalan gak ada masalah 
walaupun itu polisinya cuma diam saja loh ya sama saja dengan kita punya usaha 
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suatu saat pasti ada pengorekan jadi kalo wajib pajak itu gak ada pengaruhnya 
malah mungkin mendukung. 
Peneliti : apakah sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Boyolali 
sudah maximal Pak? 
Informan : kalo saya sendiri tidak mendapatkan sosialisasi dikarnakan saya 
ada acara  waktu itu ada kunjungan dari kapolres sragen 
Peneliti : kira- kira apakah sudah maximal pak sosialisasinya pak? 
Informan : ya menurut saya sudah karna waktu saya bayar kesana itu banyak 
wajib pajak yang sangat antusias membayar orang melaporkan harta kekayaan, 
saya dengar beliau punya mobil banyak terus tambah motor 1 saja langsung 
laporan, kalau dia tidak antusias pasti gak bakal datang ke KPP 
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Lampiran 13 
Transkip Wawancara 11 
Hari & Tanggal : Jumat , 24 November 2017 
Waktu   : 08.10 – 08.35 
Lokasi   : Kantor taxi Boyolali 
Peneliti  : Dwi Susanti 
Narasumber  : Dabe Ary Daryanto (Manajer Operasional) 
 
Deskripsi 
Peneliti : Apakah usaha terdaftar sebagai wajib pajak pak? 
Informan : Iya 
Peneliti : Sudah berapa lama Pak? 
Informan  : sudah sekitar 8 tahun 
Peneliti  : Apakah taxi boyolali ini pernah lalai dalam melaporkan dan 
membayar pajak? 
Informan : tidak 
Peneliti  : Bapak tahu kan bahwa pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia 
menerapkan kebijakan tax amnesty khususnya wilayah Boyolali juga menerapkan 
kebijakan tersebut. Apakah Bapak menerapkan kebijakan tersebut? 
Informan : ya kami menerapkan karena dengan adanya tax amnesty tersebut 
bisa dibebaskan sanksi denda bagi wajib pajak yang sudah melaporkan hartanya 
Peneliti  : bagaimana prosdur dalam mengikuti tax amnesty kemarin pak? 
Informan : wah kalau itu saya tidak terlalu paham ya karna kemarin itu saya 
sudah dibuatkan oleh teman saya, saya tinggal membayar dan tanda tangan saja, 
tapi ya ini kekurangannya kebanyakan orang itu tidak mau tau tentang pajak 
mereka niatnya hanya berbagi sedikit atas penghasilan mereka gitu saja.  
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Peneliti  :apa pendapat atau bagaimana bapak menyikapi adanya penerapan 
kebijakan tax amnesty ini pak? 
Informan : ya kalau saya pribadi senang dengan adanya kebijakan ini dan 
memanfaatkan kebijakan ini karna belum tentu pemerintah akan mengadakan lagi 
untuk kedua kalinya. 
Peneliti  : menurut andan, apakah pemerintah indonesia akan menerapkan 
kembali kebijakan ini? 
Informan : tidak 
Peneliti  : menurut anda, apakah wajib pajak yang petuh mendapatkan 
keuntungan dari penerapan kebijakan tax amnesty ini? 
Informan : ya tidak ada pengaruhya mbak 
Peneliti  : bagaimana sistem pelaksanaan / sosialisasi tax amnesty di 
Indonesia khususnya Boyolali? 
Informan : sudah bagus artinya sudah bisa tersosialisasi dengan baik. 
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Lampiran 14 
Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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Surat Permohonan Ijin Penelitian 
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Lampiran 15 
Dokumentasi Foto Penelitian 
Dokumentasi Foto di lokasi Penelitian 
 
Wawancara dengan Bapak Budi Taryono di Warung Kelontong dan Warung 
makan Bp. Budi 
  
Wawancara dengan Bapak Agus Panamahika di KPP Pratama Boyolali dan Bapak 
Mulyanto di Rumah Bapak Mulyanto 
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Wawancara dengan Bapak Teguh Wiyono di Rumah Bapak Wiyono 
 
Wawancara dengan Ibu Sri Budiarti di KPP Pratama Boyolali 
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Wawancara dengan Bapak Hadi Putranto di Rumah bapak Hadi Putranto dan 
Bapak Rajimin di Pos Kampling dk. Kweni, Randusari, Teras, Boyolali 
 
Wawancara dengan Bapak Ngadiyanto di R. M. Win- win pengging 
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